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ABSTRAK
Dianswara Hartiningrum Nasrun (E211 11 308). Motivasi Pelayanan Publik di
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, (xii+98 Halaman+4
Gambar+ 32 Pustaka (1990-2014)+5 lampiran.
Permasalahan motivasi pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan oleh
birokrasi (PNS) sangatlah penting dipahami dan diperhatikan karena ia sangat
menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas seorang pegawai. Sering kali
sebagian besar PNS tidak mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat. Apa yang kemudian menyebabkan motivasi pelayanan publik PNS
cenderung buruk. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
tentang Motivasi Pelayanan Publik di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran organisasi dalam
menumbuhkembangkan motivasi pelayanan publik di DTRB Kota Makassar.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, unit analisis dalam
penelitian ini adalah pegawai DTRB kota Makassar. Penelitian ini dilakukan
dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui motivasi pelayanan
publik di DTRB kota Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan Motivasi Pelayanan Publik di DTRB Kota Makassar
diukur berdasarkan empat dimesi Perry masih kurang baik. Oleh karena itu perlu
peran organisasi untuk menumbuhkembangan motivasi pelayanan publik
beberapa diantaranya pemberian reward dan punishment kepada pegawai,
pegawai di dorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka,pegawai
diberikan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan, menetapkan SOP
dalam setiap program, dan pimpinan perlu memperbesar peluang promosi.
Kata Kunci: Motivasi Pelayanan Publik, DTRB, Kualitatif
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ABSTRACT
Dianswara Hartiningrum Nasrun (E211 11 308). Public Service Motivation in
Department of Spatial Planning and Building of Makassar, (xii + 98 pages +
4 pictures + 32 Library (1990-2014)+ 5 attachments).
Public service motivation problems in service delivery by the bureaucracy (PNS) is
very important to understand and attention because it is crucial to success in the
implementation of the duty of an employee. Often the majority of civil servants are
not able to provide excellent service to the community. What then causes the
motivation of civil servants tend to be poor public services. Therefore, the authors
are interested in researching more about Motivation in the Public Services
Department of Spatial Planning and Building of Makassar
The purpose of this study was to determine the role of organization on fostering
public service motivation in DTRB Makassar. The approach used is qualitative
research, the unit of analysis in this study were employees DTRB Makassar. This
research was conducted with qualitative descriptive method. The technique used
in data collection through interviews and observations to determine the public
service motivation in DTRB Makassar.
The results showed Public Service Motivation in Makassar City DTRB measured
by four dimension Perry is still not good. Therefore it is necessary role for the
organization to fostering public service motivation some of which reward and
punishment to employees, employees are encouraged to express conflicts and
criticism openly, employees are given the means to support the work, assign SOPs
in each program, and leaders Seed to enlarge promotion opportunities.
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu
yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam
organisasi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang
pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan
juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Dalam
suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam
produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu
organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi
tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi
dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam
menentukan maju atau berkembangnya sutau organisasi. Oleh karena itu,
kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan
kapabilitas SDM di dalamnya.
Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan.
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan
SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan
meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian organisasi
pemerintahan berusaha untuk merekrut SDM yang berkualitas yang
kemudian akan bekerja di pemerintahan untuk mengemban tugas melayani
masyarakat.
2Tidak bisa dipungkiri salah satu pekerjaan yang menjadi sasaran dan
dan paling diminati oleh sebagian besar masyarakat kita adalah pekerjaan
sebagai PNS. Namun pekerjaan sebagai PNS bukanlah pekerjaan yang
ringan untuk diemban. Ia merupakan pekerjaan yang penuh tantangan,
tugas yang penuh tanggungjawab kepada masyarakat dan negara, serta
tidak bisa dilakukan dengan setengah hati.
Salah satu mentalitas kerja yang kurang baik dan masih menggejala di
kalangan masyarakat (angkatan kerja) Indonesia menurut Andi Hamzah
(Syamsir dan Muh. Eli 2011:47) antara lain adalah keinginan bekerja
instansi-instansi publik, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan enggan
bekerja di sektor produktif, seperti sektor swasta atau wiraswasta. Keinginan
bekerja di instansi-instansi publik (PNS) ini sebenarnya tidaklah jelek. Hanya
saja yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa kebanyakan orang
menjadi pegawai publik (PNS) di Indonesia lebih sering dilandasi oleh
orientasi dan mentalitas yang tidak benar – hanya sekedar ingin hidup
senang, dalam artian bisa kerja ringan dan santai tapi mendapatkan gaji
rutin, tunjangan, pensiunan, dan fasilitas lainnya secara gratis. Selain
persoalan mentalitas kerja yang kurang baik, persoalan lain yang juga
menggejala di kalangan para pekerja di Indonesia, terutama PNS, adalah
persoalan rendahnya kualitas pelayanan publik oleh PNS. Persoalan
rendahnya kualitas pelayanan publik ini antara lain diduga ada hubungannya
dengan persoalan rendahnya motivasi pelayanan publik (public service
motivation) di kalangan PNS yang sudah barang tentu berkorelasi pula
dengan motivasi yang mereka miliki pada saat mereka melamar atau direkrut
dan diseleksi menjadi PNS. (Syamsir dan Muh. Eli 2011: 47).
3Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat
yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah
berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah.
Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami
negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan
masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan
sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain
melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan
Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993
tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong
komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka
telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No.
63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
Demikian cepatnya perkembangan kota Makassar berbagai macam
upaya dilakukan oleh pemerintah kota Makassar untuk menciptakan
perubahan dan perbaikan dalam berbagai sektor. Salah satu konsekuensi
logis dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan penyempurnaan
kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi yang efektif,
4efisien dan proporsional yang diimplementasikan di Kota Makassar dengan
membentuk sebuah Unit kerja yang khusus menangani penataan ruang dan
memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan
kebutuhan Kota Makassar.
Dalam perjalanannya Instansi Teknis Tata Bangunan Kota Makassar
berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar. Sehingga fungsi dan uraian tugas Lembaga
Teknis Daerah tersebut ikut pula berbah sesuai dengan ruang lingkup
kewenangan yang bertambah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
secara umum adalah menyusun rumusan kebijaksanaan teknis operasional
perencanaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan bangunan.
Pemerintah kota Makassar semakin dituntut untuk dapat memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi Rendah dan
buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia juga dikemukakan oleh
Miftah Thoha (2006) bahwa para pemimpin atau birokrat di Indonesia lebih
menyenangi kekuasaan daripada melayani dan memperhatikan kepentingan
rakyatnya. Masalah yang sering muncul adalah sikap aparatur yang kurang
memiliki komitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat dan lebih
mementingkan pelayanan kepada atasan yang mungkin saja berbeda
dengan kebutuhan masyarakat.
Permasalahan motivasi pelayanan publik dalam pelaksanaan
pelayanan oleh birokrasi (PNS) sangatlah penting dipahami dan diperhatikan
karena ia sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas
5seorang pegawai. Motivasi dalam pekerjaan pelayanan pegawai publik ini
telah sering menjadi perhatian banyak peneliti karena ia berhubungan
sangat erat dengan prestasi kerja seseorang atau organisasi dalam
mencapai berbagai tujuannya. Konsep motivasi pelayanan publik
diungkapkan oleh Jamse L. Perry. Konsep motivasi secara umum merujuk
kepada kekuatan yang memberi dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan
tingkah laku seseorang individu (Perry, James L., and Porter, Lyman W.
1982). Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa terdapat orang-orang
yang tertarik dan termotivasi untuk bekerja di sektor publik.
Ketika melihat konsep motivasi pelayanan publik di tandai dengan
pegawai pemerintah yang memiliki keinginan untuk melayani masyarakat.
Pada hakikatnya PNS adalah orang-orang pilihan dan pengemban tugas dan
tanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada
semua warga negara. Namun sering kali sebagian besar PNS tidak mampu
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Diasumsikan
bahwa hal ini antara lain erat kaitannya dengan motivasi yang rendah/buruk
untuk memberikan pelayanan publik. Konsep Public Service Motivation
(PSM) mengandung makna sebagai motivasi yang mendorong seorang
pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik
(masyarakat). (James L. Perry, 1990). Dalam Public Administration Review
(2007:40) Moynihan dan Pandey mengungkapkan peran organisasi dalam
mendorong motivasi pelayanan publik. Moynihan dan Pandey menggunakan
sejumlah variebel organisasi yaitu budaya organisasi, red tape, hierarchy,
reform orientation, dan length of organizational membership (lamanya
menjadi anggota organisasi) dan dicobakan pada dua dari empat dimensi
6dari PSM yang diungkapkan Perry yaitu attraction to policy making and
commitment to public interest/civic duty.
Stigma negatif menjadi lekat pada birokrasi pelayanan publik di kota
Makassar. Birokrasi di Makassar cenderung lamban dan inefisien.
Masyarakat banyak mengeluhkan karena lambannya kinerja birokrasi.
Masyarakat sebagai objek penerima layanan yang pada akhirnya akan akan
merasakan langsung bagaimana kinerja dari pegawai. Berdasarkan yang
kita amati bahwa selama ini pegawai pemerintah selaku pemberi layanan
masih belum bekerja secara optimal. Menurut pengamatan penulis masih
banyak masalah yang terjadi yang berhubungan dengan motivasi pegawai.
Beberapa diantaranya ;
1. Pemberian layanan yang masih tergolong lambat, tidak sesuai
dengan waktu standar, sementara masyarakat terdesak untuk
menyelesaikan perizinan tersebut,
2. Masih ditemukam beberapa oknum yang melakukan pungutan liar
kepada masyarakat.
Hal ini diperkuat melalui data www.beritakotamakassar.com (Urus
IMB, Diminta Oknum Pegawai DTRB Rp 63 Juta, Thursday, 07 August 2014
10:45) “Seorang warga mengeluhkan besarnya biaya pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan ruko lantai dua di Jalan
AMD Borong Jambu, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala,
Kamis (7/8). Besarnya biaya diterbitkan oleh Kepala Bagian Dinas Tata
Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar berinisial D. Hanya saja,
jumlah yang diminta ke warga berbeda dengan yang tertera dalam aturan
yang berlaku, yakni dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar terkait
7pengurusan IMB. Roni yang mengaku warga Kecamatan Manggala tersebut
mengadukan kejadian ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Makassar, Kamis (7/8)”
Dari permasalahan tersebut kita melihat bahwa ada penyimpangan
yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota
Makassar. Apa yang menyebabkan pegawai melakukan penyimpangan
tersebut. Apakah pegawai tidak di dukung dengan motivasi pelayanan publik
sehinga pegawai cenderung sering melakukan tindakan-tindakan
menyimpang. Apakah organisasi tidak mengambil peran untuk mendorong
motivasi pelayanan publik pegawai.
Pemaparan di atas merupakan alasan penulis untuk meneliti lebih
lanjut tentang motivasi pelayanan publik para pegawai. Untuk itu kemudian
penulis mengangkat hal tersebut kedalam sebuah judul “Motivasi
Pelayanan Publik di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar”.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari
penelitian ini adalah Bagaimana peran organisasi dalam
menumbuhkembangkan Motivasi Pelayanan Publik di Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar?
I.3 Tujuan Penelitian
Didasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran organisasi dalam
menumbuhkembangkan Motivasi Pelayanan Publik di Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar?
8I.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Manfaat Akademik
Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai
referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian
informasi terutama yang berkaitan dengan motivasi kerja pegawai atau
menjadi acuan pada penelitian-penelitian di bidang sama di masa yang
akan datang.
2. Manfaat Praktis
Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat
berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi Dinas
Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar.
3. Manfaat Bagi Penulis
Kegunaan bagi penulis, dapat menambah dan memperluas
wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah
(skripsi) terkait masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi




Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat
menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan, orang merupakan
unsur yang sangat penting dalam organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi
maka salah satu hal yang perlu dilakukan manajer adalah meberikan daya
pendorong yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku para
pegawai agar bersedia bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Daya
pendorong tersebut disebut sebagai motivasi. Motivasi juga merupakan subyek
yang membingungkan, karena motif tidak dapat diamati atau diukur secara
langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang tampak dan bisa
diamati langsung.
Dalam melakukan suatu pekerjaan setiap karyawan membutuhkan motivasi
yang ada pada dirinya agar timbul suatu semangat atau kegairahan dalam bekerja.
Ada dua rangsangan motivasi yaitu dari dalam diri karyawan itu sendiri dan dari
faktor luar karyawan. Setiap karyawan memiliki perbedaan motivasi pada dirinya
dalam bekerja ada yang menginginkan suatu penghargaan yang diberikan oleh
perusahaan dimana ia bekerja dan rasa puas dalam mengerjakan suatu pekerjaan
yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Motivasi mewakili proses-proses
psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya
persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan tertentu.
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Peterson dan Plowman mengatakan bahwa orang mau bekerja karena : a)
The Desire to Live, keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap
orang; manusia bekerja untuk dapat makan dan untuk dapat melanjutkan
hidupnya; b) The Desire for Possession, keinginan untuk memiliki sesuatu
merupakan keinginan manusia yang kedua dan ini salah satu sebab mengapa
manusia mau bekerja; c) The Desire for Power, Keinginan akan kekuasaan
merupakan keinginan selangkah diatas keinginan untuk memiliki; mendorong
orang mau bekerja; dan d) The Desire for Recognation, Keninginan akan
pengakuan merupakan jenis terakhir dari kebutuhan dan juga mendorong orang
untuk bekerja. Dengan mengetahui perilaku manusia, apa sebabnya orang mau
bekerja dan kepuasan-kepuasan apa yang dinikmatinya karena bekerja, maka
seseorang pemimpin akan mudah memotivasi bawahannya.
II.1.1 Pengertian Motivasi
Motif atau motivasi berasal dar kata latin “moreve” yang berarti dorongan dari
dlam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Pengertian motivasi tidak
terlepas dari kata kebutuhan atau “needs” atau “want”. Kebutuhan adalah suatu
“potensi” dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspons.
Tanggapan terhadap kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan
untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dan hasilnya adalah orang yang
bersangkutan merasa atau menjadi puas. Apabila kebutuhan tersebut belum
direspons (baca : dipenuhi) maka akan selalu berpotensi untuk muncul kembali
sampai dengan terpenuhinya kebutuhan yang dimaksud.
Dalam Soekidjo Notoamidjojo (2009:114-115) dikatakan bahwa banyak
batasan pengertian tentang motivasi ini antara lain sebagai berikut ini:
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1. Pengertian motivasi seperti yang dirumuskan oleh Terry G. (1986) adalah
keinginan yang terdapat pada diri seorang individu yang mendorongnya
untuk melakukan perbuatan-perbuatan (perilaku).
2. Sedangkan Stooner (1992) mendefinisikan bahwa motivasi adalah sesuatu
hal yang menyebabkan dan yang mendukung tindakan atau perilaku
seseorang.
3. Dalam konteks pengembangan organisasi, Flippo (1984) merumuskan
bahwa motivasi adalah suatu arahan pegawai dalam suatu organisasi agar
mau bekerja sama dalam mencapai keinginan para pegawai dalam rangka
pencapaian keberhasilan organisasi.
4. Dalam konteks yang sama (pengembangan organisasi), Ducan (1981)
mengemukakan bahwa motivasi  adalah setiap sahan yang didasarkan
untuk mempengaruhi perilaku seseorang dalam meningkatkan tujuan
organisasi semaksimal mungkin.
5. Knootz (1972) merumuskan bahwa motivasi mengacu pada dorongan dan
usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan (Motivation refers to
the drive and efford to satisfy a want or goal).
6. Berbeda dengan Hasibuan (1995) yang merumuskan bahwa motivasi
adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya penggerak kemauan
bekerja seseorang. Ia menambahkan bahwa setiap motif mempunyai
tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Dalam Suwatno dan Donni Juni Pariansa (2013: 171) Kreitner (2001:205)
berpendapat bahwa motivasi kerja : “Is Psychological processes that arouse and
direct goal directed behavior”. Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermarhorn,
Hunt, Osborne (2001:92), “Motivation to work describe the forces within an
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individual that account for the level, direction and persintence of effort expended
adequately”. Sementara Mosanto (2000:1) “motivation can be describe as the
human inner force that upon stimulation causes a person to react in a particular
way”.
Menurut Edwin B. Flippo “Direction or motivation is essence, it is a skill in
aligning employee and organization interest so that behavior result in achievement
of employee want stimultaneously with attainment or organizational objectives”.
Motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar
mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan
organisasi sekaligus tercapai. Merle J. Moskowits, Motivation is usually refined the
initiation and direction of behavior, and the study of motivation is in effect the study
of course of behavior (Hasibuan 2006:143).
Dalam Faustino Cardoso Gomes (2003:177) menurut Chug dan Megginson
menyatakan bahwa ”motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada
sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang
dalam mengejar suatu tujuan … motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerja
dan performansi pekerjaan.
Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah
suatu gairah atau keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang yang akan
menggerakkannya untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan
dan keinginannya.
Dalam Hasibuan (2006:145) Menurut G.R. Terry motivasi tampak dalam dua
segi yang berbeda. Pertama, kalau dilihat dari segi aktif/dinamis, motivasi tampak
sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan, mengerahkan, dan
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mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja, agar secara produktif berhasil
mencapai dan mewujudkan tujuan yang di tetapkan sebelumnya. Kedua, ika dilihat
dari segi pasif/statis, motivasi akan tampak sebagai kebutuhan sekaligus juga
sebagai perangsang untuk dapat menggerakkan, mengerahkan potensi serta daya
kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan.
Keinginan dan kegairahan kerja dapat di tingkatkan berdasarkan
pertimbangan tentang adanya dua aspek motivasi yang bersifat statis. Aspek statis
yang pertama tampak sebagai kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar bagi
harapan yang akan diperoleh lewat tercapainya tujuan organisasi. Aspek motivasi
statis kedua adalah berupa alat perangsang atau insentif yang diharapkan dapat
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok yang di harapkan.
Menurut Dr. David Mc. Clelland, terdapat pola motivasi yang menonjol :
1. Achievement motivation, yaitu suatu keinginan untuk mengatasi/
mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan, dan pertumbuhan.
2. Affiliation motivation, yaitu dorongan untuk melakukan hubungan dengan
orang lain.
3. Competence motivation, yaitu dorongan untuk melakukan pekerjaan yang
bermutu.
4. Power motivation, yaitu dorongan yang dapat mengendalikan suatu
keadaan. Dalam hal ini ada kecenderungan untuk mengambil risiko dan
menghancurkan rintangan yang terjadi.
Sifat ini banyak dilakukan/terdapat pada orang-orang yang berkecimpung
dalam bidang politik. Power motivation ini tidak akan berakibat terlalu buruk jika
diikuti oleh achievement, affiliation, dan competence motivation.
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II.1.2 Teori-Teori Motivasi
Teori-teori motivasi diklasifikasikan/dikelompokkan menurut Hasibuan
(2006:152-169) :
1. Teori Kepuasan (Content Theory) yang memusatkan pada apa-nya
motivasi.
2. Teori Motivasi Proses (Prosess Theory) yang memusatkan pada
bagaimana-nya motivasi.
3. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory) yang menitikberatkan pada
cara dimana perilaku dipelajari.
1. Teori Kepuasan
Teori kepuasan mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor
kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak serta
berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada
faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung,
dan menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan
kebutuhan apa yang memuaskan seseorang ini dan apa yang mendorong
semangat bekerja seseorang.
Hal yang memotivasi semangat kerja seseorang adalah untuk
memenuhi kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun nonmaterial
yang diperolehnya sebagai imbalan balas jasa dari jasa yang diberikannya
kepada perusahaan. Apabila materiil dan nonmaterial yang diterimanya
semakin memuaskan, semangat kerja seseorang akan semakin meningkat.
Jadi, pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan
bertindak atau semangat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya (inner needs-nya). Semakin tinggi standar kebutuhan yang
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diinginkan, semakin giat orang itu bekerja. Contoh: mahasiswa X butuh nilai
A, ini mendorongnya untuk bekerja lebih giat, dibandingkan dengan
mahasiswa Y yang hanya ingin lulus dengan nilai C saja.
Penganut-penganut teori motivasi kepuasan, antara lain adalah
sebagai berikut.
1. Frederik Winslow Taylor dengan Teori Motivasi Klasik.
2. A.  H. Maslow dengan Maslow’s Need Hierarchy Theory ( A Theory of
Human Motivation).
3. Frederick Herzberg dengan Herzberg’s Two Factor Theory (Teori Dua
Faktor Herzberg).
4. Dauglas Mc. Gregor dengan Teori X dan Teori Y.
5. Mc. Clelland dengan Mc. Clelland’s Learned Needs Theory (Teori
Kebutuhan yang Dipelajari).
6. Teori Motivasi Claude S. George.
A. Teori Motivasi Klasik
Frederik Winslow Taylor mengemukakan teori motivasi klasik atau
teori motivasi kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa manusia mau
bekerja giat untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik/biologisnya, berbentuk
uang/barang dari hasil pekerjaannya.
Konsep dasar teori ini adalah orang akan bekerja giat, bilamana ia
mendapat imbalan materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya.
Manajer menentukan bagaimana tugas dikerjakan dengan menggunakan
sistem insentif untuk memotivasi para pekerja. Semakin banyak mereka
berproduksi semakibn besar penghasilan mereka.
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B. Maslow’s Need Hierarcy Theory
Maslow (1943) mengemukakan teori motivasi yang dinamakan
Maslow’s Need Hierarcy Teory/ A Theory of Human Motivation atau Teori
Hierartki Kebutuhan dari Maslow. Hierarki Kebutuhan dari Maslow ini di
ilhami oleh Human Science Theory dari Elton Mayo.
Hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak yakni seseorang berperilaku
bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam
kebutuhan. Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu
berjenjang. Artinya, jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan
tingkat kedua akan muncul menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan
tingkat kebutuhan kelima. Dasar Teori Hierarki Kebutuhan :
a) Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Ia selalu
menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus-menerus dan hanya
akan berhenti bila akhir hayatnya tiba.
b) Suatu kebutuhan yang telag dipuaskan tidak menjadi alat motivator
bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan
menjadi motivator.
c) Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang/hierarki, yakni :
1) Physiological Needs (kebutuhan fisik dan biologis)
Physiological Needs yaitu kebutuhan untuk
mempertahankan hidup.
2) Safety and Security Needs (kebutuhan keselamatan dan
keamanan).
3) Affiliation or Acceptance Needs or Belongingness (kebutuhan
sosial)
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4) Esteem or Status Needs (kebutuhan akan penghargaan atau
prestise)
5) Self actualization (Aktualisasi Diri)
A.H Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan ini seperti
konsep berikut. :
Gambar 2.1 Konsep Hierarki kebutuhan menurut A.H Maslow
Maslow mengemukakan bahwa orang dewasa secara
normal memuaskan kira-kira 85% kebutuhan fisiologis, 70%
kebutuhan rasa aman, 50% kebutuhan untuk memiliki dan
mencintai, 40% kebutuhan harga diri, dan hanya 10% dari
kebutuhan aktualisasi diri. Kendati pemikiran Maslow tentang
teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah
memberikan fondasi dan mengilhami bagi pengembangan teori-
teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang











C. Hezberg’s Two Factors Motivation Theory
Frederick Herzberg (1950), seorang Professor Ilmu Jiwa pada
Universitas di Cleveland, Ohio, mengemukakan Teori Motivasi Dua Faktor
atau Herzber’s Two Factors Motivation Theory atau sering juga disebut Teori
Motivasi Kesehatan (faktor Higienis).
Menurut Herzberg, orang menginginkan dua macam faktor kebutuhan,
yaitu : Pertama: kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan
pemeliharaan atau maintenance factors. Maintenance factor’s (faktor
pemeliharaan) berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin
memperoleh ketentraman dan kesehatan badaniah. Kebutuhan kesehatan
merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus, karena kebutuhan
ini akan embali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalnya : orang lapar akan
makan, kemudian lapar lagi, lalu makan, dan seterusnya. Faktor-faktor
pemeliharaan meliputi balas jasa, kondisi fisik kerja, kepastian pekerjaan,
supervise yang menyenangkan, mobil dinas, rumah dinas, dan macam-
macam tunjangan lain. Hilangnya faktor pemeliharaan dapat menyebabkan
timbulnya ketidakpuasan (dissatisfiers = faktor higienis) dan tingkat absensi
serta turnover karyawan akan meningkat. Faktor hygiene sebenarnya
bersifat preventif dan memperhitungkan lingkungan yang berhubungan
dengan kerja. Faktor ini kira-kira tidak jauh beda dengan susunan bawah dari
hirarki kebutuhan Maslow. Faktor higienis ini mecegah ketidakpuasan tetapi
bukan penyebab terjadinya kepuasan. Menurut Herzberg faktor ini tidak
memotivasi para karyawan dalam bekerja (Mitah Thoha 2007: 231)
Kedua: faktor kepuasan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang.
Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, kepuasan pekerjaan
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(job content) yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan
tingkat motivasi yang kuat, yang dapat menghasilkan prestasi pekerjaan
yang baik.
Jika kondisi ini tidak ada, tidak akan menimbulkan rasa ketidakpuasan
yang berlebihan. Serangkaian faktor ini di namakan satisftiers atau
motivators yang meliputi :
a. Prestasi atau achievement,
b. Pengakuan atau recognition,
c. Pekerjaan itu sendiri atau The work it self,
d. Tanggung jawab atau responsibility
e. Kemajuan atau advancement,
f. Pengembangan potensi individu atau the possibility of growth.
Rangaian ini melukiskan hubungan seserang dengan apa yang
dikerjakannya (job content) yakni kandungan pekerjaan pada tugasnya.
Motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk
melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk
mengembangkan kemampuan.
Faktor kepuasan atau motivator factor dikatakan sebagai faktor
pemuas, karena dapat memberikan kepuasan kerja seseorang, dan juga
dapat meningkatkan prestasi para pekerja, tetapi faktor ini tidak dapat
menimbulkan ketidakpuasan bila hal itu tidak terpenuhi. Faktor
ketidakpuasan bukanlah merupakan kebalikan dari faktor ketidakpuasan.
Hal ini berarti bahwa dengan tidak terpenuhinya faktor-faktor ketidakpuasan
bukanlah penyebab kepuasan kerja melainkan hanya mengurangi
ketidakpuasan kerja saja.  (Wilson Bangun 2012: 319)
20
D. Teori X dan Teori Y Mc. Gregor
Douglas Mc. Gregor adalah seorang psikolog sosial Amerika yang
memimpin suatu varietas proyek riset dalam hal motivasi dan tingkah laku
umum dari para anggota organisasi. Mc. Gregor adalah seorang guru besar
manajemen pada lembaga teknik Massachusetts. Mc. Gregor terkenal
dengan teori X dan Y-nya, dalam bukunya The Human Side of Enterprise
(Segi Manusiawi Perusahaan). Teori ini didasarkan ada asumsi bahwa
manusia secara jelas dan tegas dibedakan atas manusia penganut teori X
(teori tradisional) dan manusia penganut teori Y (teori demokratik).
Teori X
a. Rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja
b. Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi yang optimal
dan selalu menghindarkan tanggungjawabnya dengan cara
mengkambinghitamkan orang lain.
c. Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi dalam
melaksanakan pekerjaannya.
d. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan
tujuan organisasi.
Menurut teori X ini untuk memotivasi karyawan harus dilakukan
dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa, diarahkan supaya mereka
mau bekerja sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang diterapkan adalah
cenderung kapada motivasi negatif yakni dengan menerapkan hukuman
yang tegas.
Tipe kepemimpinan teori X adalah otoriter sedangkan gaya
kepemimpinannya berorientasi pada prestasi kerja.
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Teori Y
a. Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja
sama wajarnya dengan bermain-main dan beristirahat. Pekerjaan
tidak perlu dihindari dan dipaksakan, bahkan banyak karyawan tidak
betah dan merasa kesal jika tidak bekerja.
b. Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan berambisi
untuk maju dengan mencapai prestasi kerja yang optimal. Mereka
kreatif dan inovatif mengembangkan dirinya untuk memecahkan
persoalan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan pada
pundaknya. Jadi, mereka selalu berusaha mendapatkan metode
kerja yang terbaik.
c. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan
mengembangkan dirinya untuk mencapai sasaran itu. Organisasi
seharusnya memungkinkan karyawan mewujudkan potensinya
sendiri dengan memberikan sumbangan pada tercapainya sasaran
perusahaan.
Menurut teori Y ini untuk memotivasi karyawan hendaknya dilakukan
dengan cara peningkatan partisipasi karyawan, kerja sama, dan keterikatan
pada keputusan. Tegasnya, dedikasi dan partisipasi akan lebih menjamin
tercapainya sasaran. Mc Greagor memandang suatu organisasi efektif
sebagai organisasi apabila menggantikan pengawasan dan pengarahan
dengan integrasi dan kerja sama serta karyawan ikut berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan.
Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi positif, sedangkan tipe
kepemimpinannya adalah kepemimpinan partisipatif.
22
E. Mc. Clelland’s Achievement Motivation Theory
Mc. Clelland mengemukakan teorinya yaitu Mc. Clelland’s
Achievement Motivation Theory atau Teori Motivasi Prestasi Mc. Clelland.
Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi
potensial. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh :
a. Kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat,
b. Harapan keberhasilannya, dan
c. Nilai insentif yang terlekat pada tujuan
Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah :
a. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement=n Ach)
b. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n Af)
c. Kebutuhan akan kekuasanaan (need for power = n Pow)
F. Teori Motivasi Claude S. George
Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan
yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan ia bekerja,
yaitu:
a. Upah yang adil dan layak,
b. Kesempatan untuk maju/promosi,
c. Pengakuan sebagai individu,
d. Keamanan kerja,
e. Tempat kerja yang baik,
f. Penerimaan oleh kelompok
g. Perlakuan yang wajar, dan
h. Pengakuan atas prestasi.
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G. Teori Kebutuhan Model Edward
Edward mengatakan bahwa ada 15 macam kebutuhan yang dapat
















Kelima belas kebutuhan ini ada pada setiap pribadi manusia tetapi ada
yang lebih besar engaruhnya da nada yang kurang mempengaruhi sehingga
membentuk perilaku manusia dalam beraktivitas dan bersosialisasi.
2. Teori Motivasi Proses
Teori motivasi proses pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan
bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan
perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan
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manajer. Apabila diperhatikan secara mendalam, teori ini merupakan proses
sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan
diperolehnya. Jika bekerja baik saat ini, hasilnya akan diperoleh baik untuk
hari esok. Jadi, hasil yang akan dicapai tercermin pada bagaimana proses
kegiatan yang dilakukan seseorang.
Karena ego manusia yang selalu menginginkan hasil yang baik-baik
saja, daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang
terkandung dari harapan yang akan diperolehnya pada masa depan. Inilah
sebabnya teori ini disebut teori harapan (expectancy theory).
Apabila harapan data menjadi kenyataan, karyawan akan cenderung
meningkatkan gairah kerjanya, sebaiknya, jika harapab tidak tercapai,
karyawan akan menjadi malas.
Yang termasuk kedalam teori motivasi proses adalah:
1. Teori harapan (expectancy theory),
2. Teori keadilan (equaty theory),
3. Teori pengukuhan (reinforcement theory)
A. Teori Harapan (expectancy Theory)
Teori Harapan ini dikemukakan oleh Victor Vroom mendasarkan
teorinya pada tiga konsep penting, yaitu :
a. Harapan (expectancy),
Harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena
perilaku. Harapan mempunyai nilai yang berkisar dari nol yang
menunjukkan tidak ada kemungkinan bahwa suatu hasil akan muncul
sesudah perilaku atau tindakan tertentu, sampai angka positif satu
yang menunjukkan kepastian bahwa hasil tertetu akan mengikuti suatu
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tindakan atau perilaku. Harapan dinyatakan dalam probalilitas
(kemungkinan).
b. Nilai (valance),
Nilai (valance) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai
nilai/martabat (daya atau nilai memotivasi) bagi setiap individu tertentu.
Sebagai contoh: peluang untuk dipindahkan ke posisi dengan gaji yang
lebih besar ditempat lain mungkin mempunyai nilai tinggi bagi orang
yang mengargai uang atau orang yang menikmati rangsangan dari
lingkungan baru, tetapi mungkin mempunyai nilai (valensi) rendah bagi
orang yang mempunyai ikatan kuat dengan tetangga, kawan, atau
kelompok kerja. Nilai/valensi ditentukan oleh individu dan tidak
merupakan kualitas objektif dari akibat itu sendiri. Pada suatu situasi
tertentu, nilai itu berbeda bagi satu orang ke orang lain. Satu hasil
mempunyai valensi positif apabila dipilih dan lebih disenangi, dan
sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak dipilih. Suatu hasi
mempunyai valensi nol apablia orang acuh tak acuh mendapatkannya.
c. Pertautan (instrumentality)
Pertautan adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat
pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Vroom
mengemukakan bahwa pertautan dapat mempunyai nilai yang berkisar
antara minus satu (-1) yang menunjukkan persepsi bahwa tercapainya
tingkat kedua adalah pasti tanpa hasil tingkat pertama dan positif datu
(+1) yang menunjukkan bahwa hasil tingkat pertama perlu dan sudah
cukup untuk menimbulkan hasil tingkat kedua. Karena hal ini
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menggambarkan suatu gabungan atau asosiasi maka instrumentality
dapat dipikirkan sebagai pertautan atau korelasi.
Motivasi adalah menilai besarnya dan arahnya semua kekuatan
yang mempengaruhi individu. Tindakan yang didorong oleh kekuatan
paling besar adalah tindakan yang paling mungkin dilakukan.
Ability (kemampuan) adalah menunjukkan potensi orang untuk
melaksanakan pekerjaan, mungkinkemampuan itu dimanfaatkan atau
mungkin juga tidak. Kemampuan berhubungan erat dengan
kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan
pekerjaan dan bukan yang ingin melaksanakannya.
Prinsip teori harapan :
1. P = f (M X A)
2. M = f (V1 X E)








B. Teori keadilan (Equity Theory)
Karena egonya, manusia selalu mendambakan keadilan dalam
pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang relative
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sama. Bagaimana perilaku bawahan dinilai atasan, akan mempengaruhi
semangat kerja mereka.
Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat
kerja seseorang. Jadi, atasan harus bertindak adil terhadap semua
bawahannya. Penilaian dan pengakuan mangenai perilaku bawahan harus
dilakukan secara objektif (baik/salah), bukan atas suka/tidak suka (like or
dislike). Pemberian kompensasi harus berdasarkan internal kontingensi,
demikian pula dalam pemberian hukuman harus didasarkan pada penilaian
yang objectif dan adil. Jika dasar keadilan diterapkan dengan baik oleh
atasan, gairah kerja bawahan cenderung meningkat.
C. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory)
Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku
dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi
yang selalu dapat dipertahankan. Bonus kelompok tergantung pada tingkat
produksi kelompok. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan
hubungan antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu.
Teori pengukuhan terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut.
a. Pengukuhan positif (positive reinforcement) yaitu bertambahnya
frekuensi perilaku, terjadi apabila pengukuh positif diterapkan secara
bersyarat.
b. Pengukuhan negatif (negative reinforcement) yaitu bertambahnya
frekuensi perilaku, terjadi apabila pengukuh negatif dihilangkan secara
bersyarat.
Jadi, prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan bertambahnya
frekuensi dari tanggapan, apabila diikuti oleh suatu stimulus yang bersyarat.
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Demikian juga, prinsip hukuman (punishment) selalu berhubungan dengan
berkurangnya frekuensi tanggapan, apabila tanggapan (response) diikuti
oleh rangsangan yang bersyarat
Hukuman ada dua jenis, yaitu sebagai berikut.
1. Hukuman dengan penghilangan (removal) terjadi apabila suatu
pengukuhan positif dihilangkan secara bersyarat (misalnya
kelambatan seseorang menyebabkan kehilangan sejumlah uang dari
upahnya).
2. Hukuman dengan penerapan (application), terjadi apabila suatu
pengukuhan negatif diterapkan secara bersyarat (misalnya ditegur
oleh atasan, akrena menjalankan tugas dengan jelek).
Sifat imbalan atau hukuman dan bagaimana kedua hal itu
dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku karyawan. Manajer perlu sekali
mengatur waktu secara tepat dalam penggunaan imbalan dan hukuman
dalam organisasi. Pengaturan waktu yang tepat dari perolehan ini
dinnamakan penjadwalan pengukuhan (reinforcement scheduling). Dalam
jadwal yang paling sederhana, tanggapan itu dikukuhkan pada setiap waktu
terjadinya tanggapan dan tidak sesudah setiap tanggapan maka digunakan
jadwal pengukuhan sewaktu-waktu (inttermitten rein-forcement). Jadwal
pengukuhan malar (terus-menerus) dan sewaktu-waktu akan menghasilkan
prestasi yang sangat berbeda.
Pertama, selama perkembangan awal dari suatu tanggapan manajer
lebih baik menggunakan pengukuhan malar (terus-menerus) karena akan
mempercepat adaptasi penampilan awal.
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Kedua, jika manajer berusaha mendukung suatu tanggapan (misalnya
prestasi yang baik). Jadwal pengukuhan sewaktu-waktu akan lebih efektif.
Pengukuhan sewaktu-waktu adalah menyiapkan laporan bagi atasan
atau mencalonkan diri bagi posisi yang lebih baik.
II.2 Konsep Pelayanan
II.2.1 Pengertian Pelayanan
Dalam Moenir (2008 17) Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak
langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses
penggunaan akal, pikiran, pancaindera dan anggota badan dengan atau
tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorag untuk mendapatkan sesuatu
yang diinginkan baik dalam bentu barang maupun jasa. Proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan
pelayanan. Disini pengertian proses terbatas dalam kegiatan manajemen
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Secara kodrati manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya
sangat memerlukan pelayanan baik dari diri sendiri melalui karya orang lain.
Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu
layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan
administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi
(organisasi massa atau organisasi Negara). Pelaksanaan pelayanan dapat
diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang
diperlukan maupun hasinya. Dengan adanya standar manajemen dapat
merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan
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pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang
mendapatkan layanan. Pelayanan yang secara umum didambakan ialah :
1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan;
2. Mendapatkan pelayanan wajar;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih;
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang
Cara yang tepat untuk menangani kegiatan pelayanan sangat
membantu kelancaran dan kecepatan penanganan kepentingan orang-
orang yang bersangkutan. Di sini termasuk masalah prosedur dan meotde
yang sederhana sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien (Moenir,
2008:204).
Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (Lijan Poltak Sinambela
2006:4) menjelaskan tentang arti pelayanan:
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya
tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara
berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang
terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau
mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena 2008:485)
Pelayanan diartikan sebagai cara melayani. Sedangkan melayani adalah




Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk
secara fisik.
Menurut Kurniawan (Lijan Poltak Sinambela 2006:5) menjelaskan
tentang arti pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di
tetapkan. Selanjutnya menurut kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyeleggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelasanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dengan demikian pelayan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.
Menurut Lijan Poltak Sinambela dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tenologi yang semakin maju dan kompetisi global yang
sangat ketat, organisasi yang abisa merebut konsumen potensial hanyalah
organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas. Demikian pula
lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan
yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena
itu, pelayanan aparatur harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma
baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing yang tinggi dalam
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berbagai aktivitas publik. Untuk itu birokrasi seharusnya menjadi center of
excellence, pusat keunggulan pemerintahan.
II.1.3 Pelayanan Perizinan di DTRB Kota Makassar
Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar melayani beberapa
jenis perizinan, yaitu :
1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Mengubah Bangunan
3. Izin Penggunaan Bangunan
4. Izin Merobohkan Bangunan
II.3 Konsep Motivasi Pelayanan Publik
Motivasi dalam pekerjaan pelayanan pegawai publik ini telah sering
menjadi perhatian banyak peneliti karena ia berhubungan sangat erat
dengan prestasi kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai berbagai
tujuannya. Permasalahan motivasi pelayanan publik (Public Service
Motivation) ini telah sering menjadi topik kajian para peneliti di Barat dalam
upaya mencari dan memahami konsep ideal bagi pelayanan publik dan
dalam rangka pengembangan ilmu administrasi dan manajemen publik.
Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang
memberi dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku
seseorang individu (Perry, James L., and Porter, Lyman W. 1982).
Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa terdapat orang-orang yang
tertarik dan termotivasi untuk bekerja di sektor publik. Tiga motif yang
dicirikan dalam PSM, yaitu motif rasional, norma dan afektif. Motif rasional
didasarkan pada individual utility maximization, yaitu bahwa individu tertarik
untuk bekerja di sektor publik karena memiliki kepentingan untuk
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mendukung sektor privat tertentu ketika ia memiliki kewenangan atau andil
dalam perumusan kebijakan publik. Motif normatif didasarkan ada suatu
keinginan untuk melayani kepentingan publik, loyalitas terhadap tugas dan
pemerintah, sedangkan motif afektif didasarkan pada faktor emosional, yaitu
komitmen terhadap sebuah program yang didasarkan atas suatu keyakinan
mengenai manfaat sosialnya dan rasa patriotisme.
Secara spesifik, Perry dan Wise (1990) menghipotesiskan bahwa:
1. Semakin tinggi PSM yang dimiliki individu, maka semakin besar
kemungkinannya bahwa ia akan menjadi keanggotaan di organisasi
sektor publik.
2. PSM berhubungan secara positif dengan kinerja individual di
organisasi sektor publik.
3. Organisasi sektor publik yang memiliki anggota dengan PSM yang
tinggi akan mengurangi ketergantungannya terhadap penggunaan
insentif yang berguna untuk mengelola kinerja organisasional secara
efektif.
Lebih lanjut, Perry dan Wise (1990) menunjukkan bahwa jika
dibandingkan dengan karyawan di sektor privat, karyawan yang bekerja di
sektor publik lebih menitik beratkan pada nilai-nilai penghargaan (reward)
intrinsik dan manfaat pekerjaan ketika melayani masyarakat dan
kepentingan publik. Beberapa riset empiris telah menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan motivasional antara karyawan di sektor privat dan
publik. Crewson (1997) menunjukkan bahwa rasa ingin membantu orang lain
dan menjadi orang yang memberikan manfaat bagi publik lebih dimiliki oleh
karyawan sektor publik dibandingkan sektor privat. Sedangkan karyawan
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sektor privat lebih menilai pada aspek promosi dan keamanan/kelangsungan
pekerjaan. Lewis dan Alonso (1999) menemukan hubungan yang positif
antara PSM dan kinerja organisasi.
Motivasi pelayanan publik atau PSM (public service motivation)
sebagai kecenderungan seseorang individu untuk memberikan respons
motif yang secara umum dan unik terdapat dalam institusi publik, yang
meliputi ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik, tanggungjawab
kepada kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan
simpati atau kasihan, dan sikap pengorbanan diri penjelasan dari James
L.Perry dan Wise (1990) Sementara , Crewson mengemukakan bahwa PSM
ialah orientasi pelayanan seseorang individu agar berguna bagi masyarakat,
orientasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh
prestasi yang bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan.
“The Motivational Bases of Public Service”. Public Administration
Review menurut Perry, James, L. and Lois Recascino Wise (1990) Motivasi
pelayanan publik sangat penting dipahami dan dipertimbangkan dalam
pelayanan karena ia sangat menentukan keberhasilan seseorang pekerja
atau pegawai dalam pelaksanaan tugas, terutama pekerja sektor publik.
Salah satu temuan yang paling penting dalam penelitian menyangkut
PSM ini adalah hasil penelitian (Perry dan Wise) terhadap para pegawai
sektor publik dan para pekerja sukarela (volunteers) di Amerika Serikat.
Kedua sarjana ini telah berhasil memberikan dan mendudukkan definisi atau
konsep PSM dan alat ukur yang berbeda dari konsep lain yang berkaitan
dengan motivasi pada umumnya. Selain itu, menurut Perry dan Wise,
individu yang mempunyai tingkat PSM yang tinggi akan tertarik kepada
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pekerjaan pelayanan publik karena berbagai sebab, seperti kepentingan diri
pribadi, pertimbangan etika, atau peluapan emosi. Mereka berasumsi bahwa
PSM berkaitan erat dengan kecenderungan bekerja, prestasi kerja, dan
pilihan kerja dari seseorang pegawai publik.
Motivasi seorang pegawai publik yang lebih mengutamakan
kepentingan orang lain atau kepentingan negara daripada kepentingan diri
sendiri Berdasarkan atas rangka kerja ini, Keempat dimensi inilah yang pada
umumnya terdapat pada para pegawai di berbagai sektor publik. Meskipun
terdapat keberagaman definisi PSM, namun dari berbagai definisi tersebut
dapat dipahami bahwa motivasi pelayanan publik merupakan motivasi yang
bersifat intrinsik yang dimiliki oleh seseorang pegawai dan yang lebih
mendahulukan kepentingan orang lain atau negara daripada kepentingan
pribadi.
Ada 4 dimensi-dimensi dalam skala pengukuran motivasi pelayanan
public menurut Perry dan Wise 1990:
1) Ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to public
policy making), dalam hal ini kerap dikaitkan dengan pencapaian
prestasi. Adapun indikatornya ialah pandangan pegawai terhadap
proses politik dalam pembuatan kebijakan publik, ketertarikan
terhadap kehidupan para politisi, ketertarikan pada proses yang bersih
dalam pembuatan kebijakan publik.
2) Komitmen terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga
negara (commitmen to public interest  and civic duty) adalah  motif atau
keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu
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indikatornya adalah sikap kasih sayang  atau keyakinan yang tulus
terhadap kepentingan sosial.
3) Sifat empati (compassion) adalah  keinginan untuk menolong orang
lain. Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan
orang lain (altruism), indikatornya adalah kepedulian yaitu ikut
merasakan perasaan orang lain (empathy), kepedulian penuh
terhadap pelanggan, keyakinan moral (moral conviction), dan
keinginan-keinginan prosocial lainnya.
4) Pengorbanan diri (self-sacrifice), adalah mencakupi sikap kecintaan
pada tanah air (patriotism), indikatornya adalah tanggung jawab
kepada tugas (duty), dan kesetiaan (loyalty) kepada Negara.
Rainey dan Steinbauer mengungkapkan bahwa PSM adalah motivasi
umum yang dimiliki oleh seorang birokrat untuk mementingkan kepentingan
masyarakat guna melayani kebutuhan masyarakat, bangsa, Negara atau
demi kemanusian.
Sementara itu, Vandenabeele, Scheepers dan Hondeghem
mendefinisikan PSM sebagai suatu kepercayaan (belief), nilai-nilai (values)
dan sikap (attitudes) yang didasarkan atas kepentingan pribadi atau
kepentingan organisasi yang concern terhadap kepentingan entitas politik
yang lebih luas dan yang mendorong melalui interaksi dengan public serta
motivasi untuk mencapai target.
Motivasi merupakan konsep yang interaktif dan saling terkait
dengan beberapa variable. Motivasi terbentuk karena adanya
kepercayaan, nilai-nilai dan sikap, serta kemungkinan (peluang) yang akan
diterima oleh seorang pegawai. Motivasi inilah nantinya yang akan
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tercermin dalam perilaku sehari-hari para pegawai. Beliefs adalah
seperangkat kepercayaan yang dimiliki setiap pegawai. Values berarti
sistem nilai yang dianut pegawai.Sedangkan, attitudes adalah sikap atau
watak pegawai.Motivasi yang tinggi dapat dapat dimiliki oleh seorang
pegawai yang memiliki beliefs, values, dan attitudes yang positif serta
ditunjang dengan kemungkinan-kemungkinan yang diharapakan bisa
tercapai.
Gambar 2.2 Motivasi sebagai Konsep yang interaktif
Sumber : Vandenabeele, Scheepers dan Hondeghem (2006:15)
Penjelasan dari Vandenabeele, Scheepeers dan Hondeghem
(2006:15) dalam perspektif teori PSM, pelayanan publik diasosiasikan
sebagai pemilik motif yang memiliki citra positif. Motif yang  dimaksudkan
disini adalah kekurangan psikologis atau kebutuhan yang memaksa individu
untuk mengeleminasinya. PSM adalah bagian dari proses perilaku yang
mewarnai motif pelayanan publik berperilaku yang menguntungkan publik.
Seorang PNS memiliki jiwa dan semangat untuk memberikan kemampuan
terbaik yang dimilikinya karena dia telah ditunjuk sebagai pemegang
tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, motivasi






baiknya dalam memberikan pelayanan kepada public, bukan berorientasi
pada kepentingan individu maupun golongan.
Lebih lanjut lagi Perry dan Vandenabeele (2008:57) menjelaskan
Konsep PSM adalah konsep yang interaktif dan dibentuk oleh tiga domain,
yaitu institusi, PNS, dan perilaku. Institusi yang dimaksud disini adalah
budaya, sistem dan mekanisme kerja yang terdapat pada suatu organisasi
publik. Pribadi PNS sendiri menunjukkan watak dan karakter masing-masing
individu PNS. Watak dan karakter ini menjadi identitas masing-masing PNS
dapat dilihat dari aktivitasnya.
Sedangkan, perilaku adalah citra (image) yang keluar sebagai output
dari budaya organisasi dan karakter individu PNS. Perilaku merupakan
wujud dari perpaduan antara budaya, sistem dan mekanisme kerja yang
ditransmisikan kepada masing-masing PNS dan berkolaborasi dengan ciri
atau watak PNS itu sendiri. Perilaku PNS yang baik terbentuk karena secara
institusi, organisasinya juga memiliki budaya, aturan (regulasi) dan sistem
yang jelas dan ditunjang oleh SDM yang memiliki karakter yang baik. Dari
konsep ini, kita dapat mengetahui bahwa motivasi seorang PNS dibentuk
karena proses interaksi institusi dan pribadi PNS.
II.4 Peran Organisasi dalam Mendorong Public Service Motivation
Dalam Public administrasi Review (2007:40) Moynihan dan Pandey
mengembangkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Perry. Model
Moynihan dan Pandey menambah penelitian empiris terbatas mengenai
PSM dengan sebagian menguji teori yang diusulkan oleh Perry (2000) dan
memperdalam teori dengan memfokuskan perhatian yang lebih besar pada
peran lembaga organisasi. Dalam memperluas Model Perry untuk
39
memperhitungkan pengaruh lembaga organisasi di PSM, Moynihan dan
Pandey menggunakan sejumlah variabel organisasi: Budaya Organisasi,
Red Tape, hierarchy, reform orientation, and length of organizational
membership. Budaya organisasi berperan  dalam membentuk keyakinan
dan perilaku pegawai, sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan
jelas sasaran dan harapan pegawai. Menurut Bozeman Red tape adalah
aturan, peraturan, prosedur tetap yang tetap berlaku. birokrasi yang
berlebihan atau kepatuhan terhadap aturan dan formalitas, terutama dalam
bisnis publik. Reform Orientation umumnya dikaitkan dengan kemungkinan
akan mengurangi sikap sinis karyawan tentang hambatan yang ada untuk
pelayanan publik dan memberikan karyawan harapan untuk kebebasan
yang lebih besar untuk bekerja dengan cara yang sesuai dengan konsepsi
pelayanan publik mereka. Length of organizational membership biasanya
dikaitkan dengan  loyalitas organisasi dan komitmen. Anggota yang
bergabung dengan sebuah organisasi dengan komitmen yang kuat untuk
pelayanan publik mungkin akan menemukan diri mereka semakin frustrasi
seiring berjalannya waktu, karena harapan mereka untuk memberikan
kontribusi akan pupus (Romzek dan Hendricks 1982).
II.5 Kerangka Pikir
Melihat pentingnya peran motivasi pelayanan publik bagi seorang
pegawai yang bekerja sebagai seorang aparatur pemerintahan maka dari itu
penulis kemudian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Perry dan
Wise untuk melihat bagaimana motivasi pelayanan publik di Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
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Dalam teori motivasi pelayanan publik dikemukakan bahwa ada 4
dimensi untuk mengukur motivasi pelayanan publik:
1. Ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to public
policy making),
2. Komitmen terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga
negara (commitmen to public interest  and civic duty)
3. Sifat empati (compassion)
4. Pengorbanan diri(self-sacrifice),
Untuk mendorong 4 dimensi tersebut peneliti juga meneliti sejauh





4. reform orientation, dan
5. Length of organizational membership.
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan kerangka pikir
sebagai berikut:
Gambar 2.3 Model Kerangka Pikir





Menurut Perry dan Wise:
1. Ketertarikan terhadap
pembuatan kebijakan publik





negara (commitmen to public
interest  and civic duty)
3. Sifat empati (compassion)









Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berfikir yang dimulai dari
menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkan dalam suatu
kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk
mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang
diteliti. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan
secara sistematis dan teratur.
III.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian tentang Motivasi Pelayanan Publik di Dinas Tata
Ruang dan Bangunan kota Makassar, penulis menggunakan pendekatan
kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu
memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai
permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini memberikan gambaran
kenyataan dari kejadian yang diteliti. Selain itu juga terbatas pada usaha
mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagai mana
adanya, sehinga bersifat sekedar mengungkap fakta dan memberikan
gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang
diteliti.
III.2 Lokasi Penelitian
Dengan melihat permasalahan Motivasi Pelayanan Publik di Dinas
Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar maka penelitian ini dilakukan
pada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Sebagai salah
satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat khususnya yang
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melayani di bidang perizinan IMB dengan melihat beberapa permasalahan
yang terkait dengan motivasi pelayanan publik maka tempat ini di pilih untuk
melakukan penelitian.
III.3 Narasumber atau Informan
Penelitian mengenai Motivasi Pelayanan Publik di Dinas Tata Ruang
dan Bangunan Kota Makassar memerlukan informan yang mempunyai
pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti guna
memperoleh data dan informasi yang akurat, serta informan yang diambil
dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak
mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Pemilihan
narasumber atau informan pada penelitian difokuskan pada representasi
atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, menurut Neuman (2002)
pemilihan narasumber pada penelitian harus berdasarkan beberapa kriteria
yakni: pertama, narasumber tersebut mengenal dengan jelas mengenai
fenomena yang diangkat. Kedua, narasumber merupakan pihak yang terlibat
dilapangan dan ketiga narasumber memiliki waktu untuk wawancara dengan
peneliti. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas maka wawancara
dilakukan kepada pihak-pihak atau informan yang terkait dengan
permasalahan penelitian. Yaitu :
1. Bagian Sekretariat;
2. Bagian Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos;
3. Bagian Bidang Tata Bangunan;
4. Bagian Bidang Pengkajian dan Retribusi;
5. Bagian Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
6. Masyarakat Pengguna Jasa
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III.4 Unit Analisis
Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka
yang menjadi unit analisis adalah individu atau pegawai di Dinas Tata Ruang
dan Bangunan kota Makassar.
III.5 Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi
atas dua, yaitu:
III.5.1 Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian melalui wawancara dengan informan dan melalui observasi atau
pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
III.5.2 Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang terdiri dari penelitian kepustakaan,
yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen dokumen, buku teks, yang
ada baik pada instansi Pemerintah, maupun pada perpustakaan yang
berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.
III.6 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk
memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
III.6.1 Wawancara
Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi
dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.
45
Wawancara menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman
wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan
dibutuhkan peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti
dengan menggunakan pertanyaan terbuka sehingga informan
dapat menjawab secara bebas menurut pengetahuan yang
dimilikinya.
III.6.2 Observasi
Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data
melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian
untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek
penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa
saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen tertulis untuk
memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.
Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat
indra.
III.7 Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara
deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui
keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data
dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang
dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompkkan, data tersebut dijabarkan
dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik
kesimpulan dari data tersebut sehingga menjawab pokok permasalahan
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penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan, dilakukan
langkah-langkah (Sugiono,2005) sebagai berikut:
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi.
2. Reduksi Data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyedarhanaan,
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah
ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak
sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian Data
Setelah data reduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah
penyajian (Display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil
reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
makin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian
naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang
relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan
memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara
menampilkan dan membuat hubungan antarfenomena untuk
memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu
ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang
baik merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya analisis
kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat
dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.
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III.8 Fokus penelitian
Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah
pelaksanaan pengelolaan anggaran, maka perlu adanya batasan penelitian
yang dioperasionalkan melalui 4 dimensi. Keempat dimensi inilah yang pada
umumnya terdapat di kalangan para pegawai di berbagai institusi sektor
publik (Perry dan Wise, 1990). Dimensi tersebut ialah sebagai berikut:
1. Ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to public
policy making), Adapun indikatornya ialah pandangan pegawai
terhadap proses politik dalam pembuatan kebijakan publik,
ketertarikan terhadap kehidupan para politisi, ketertarikan pada proses
yang bersih dalam pembuatan kebijakn publik.
2. Tanggung Jawab terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai
warga negara (commitment to public interest and civic duty), Indikator
untuk mengukur dimensi ini adalah pegawai dapat berkontribusi
terhadap lingkungan sosial tanpa ada rasa egois, pegawai sadar akan
pentingnya makna pelayanan publik dan pegawai dapat
menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sebagai bagian tanggung
jawab terhadap tugas..
3. Empati (Compassion), Indikator untuk mengukur dimensi ini adalah
pegawai dapat memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani,
pegawai mengutamakan kepuasan masyarakat saat memberi
pelayanan dan pegawai dapat memberi respon ketika melihat ada
masyarakat yang tidak terlayani dengan baik, pegawai dapat melayani
secara professional bukan bukan karena mengenal yang dilayani
secara personal.
48
4. Sikap Pengorbanan Diri (self-sacrifice), Indikator untuk mengukur
dimensi ini adalah pegawai dapat memprioritaskan tugas dan
pekerjaan untuk melayani masyarakat dibandingkan kepentingan
pribadi dan pegawai selalu dapat mengutamakan pemberikan
pelayanan yang baik dibandingkan pemenuhan finansial.
Untuk mengetahui peran organisasi dalam menumbuhkembangkan
motivasi pelayanan publik pegawai, peneliti menggunakan:
1. Budaya organisasi,  berperan  dalam membentuk keyakinan dan
perilaku pegawai, indikator untuk mengukur adalah sejauh mana
organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan
pegawai, tujuan organisasi dapat mendorong PSM pegawai, manajer
memberi komunikasi yang jelas, bantuan, serta dukungan terhadap
bawahan mereka, kontrol terhadap jumlah peraturan dan pengawasan
langsung yang digunakan untuk mengawasi, dan mengendalikan
perilaku pegawai, serta kemampuan adaptasi dan kesiapan pegawai.
2. Red tape, indikator untuk mengukur red tape adalah kinerja yang tinggi
kepuasan kerja pegawai, pencapaian pegawai, dan komitmen pegawai
terharap organisasi.
3. Reform Orientation, indikator untuk mengukur adalah organisasi
memberikan kebebasan kepada pegawai untuk bekerja menurut
konsep pelayanan publik mereka.
4. Length of organizational membership, indikator untuk menilai adalah
loyalitas organisasi dan komitmen terhadap organisasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IV.1 Gambaran Umum Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
Salah satu konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti
dengan penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan
Organisasi yang efektif, efisien dan proporsional yang diimplementasikan di
Kota Makassar dengan membentuk sebuah Unit kerja yang khusus
menangani penataanan ruang dan memberikan pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) sesuai dengan kebutuhan Kota Makassar.
Dalam perjalanannya Instansi Teknis Tata Bangunan Kota Makassar
berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar.
IV.1.1 Visi dan Misi DTRB Kota Makassar
Visi merupakan ide-ide dan rencana-rencana pemimpin untuk masa
depan organisasi. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
merumuskan visi sebagai berikut :
“Mewujudkan Makassar Kota Dunia (Baru) yang Nyaman
Untuk Semua”
Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah misi  sebagai
berikut :
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1. Merekonstruksi Nasib Rakyat menjadi Masyarakat Sejahtera
Standar Dunia;
2. Merestorasi Tata Ruang Kota menjadi Kota Nyaman Kelas
Dunia;
3. Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayan Publik
kelas Dunia Bebas Korupsi.
IV.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DTRB Kota Makassar
Dalam perjalanannya Instansi Teknis Tata Bangunan Kota
Makassar berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar Berdasarkan keputusan tersebut Dinas Tata Ruang
dan Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Kemudian mengalami
perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7
Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor
3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi
perangkat daerah kota Makassar sehingga Dinas Tata Ruang dan
Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan
mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian
kawasan, penataan ruang kota dan penertiban bangunan serta
pengusutan.
Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam melaksanakan tugas
pokok yang dimaksud menyelenggarakan fungsi :
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1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan ruang, criteria
penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah
dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan
kawasan strategis kota;
2. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasionalisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana tata ruang
strategis;
3. Pemanfaatan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) dan
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
4. Penyusunan rencana dan program pengembangan sistem
informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
5. Penyusunan rencana dan program pengembangan kesadaran
dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
6. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional dibidang
penataan bangunan;
7. Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengawasan
penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan
dokumentasi;
8. Pembinaan, pengawasan, penegendalian, pengkajian teknis
perizinan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan
bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelaksanaan perencanaan dan pengandalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
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11. Pembinaan unit pelaksana teknis.
IV.1.3 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar terdiri atas :
7. Kepala Dinas;
8. Sekretariat, terdiri atas :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
9. Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos, terdiri
atas :
a. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos;
b. Kepala Seksi Penataan Ruang;
c. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan;
10. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
a. Kepala Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan;
b. Kepala Seksi Detail dan Teknik Arsitektur;
c. Kepaa Seksi Peta Situasi dan Pengukuran;
11. Kepala Bidang Pengkajian dan Retribusi, terdiri atas :
a. Kepala Seksi Penelitian Administrasi;
b. Kepala Seksi Penelitian Teknis;
c. Kepala Seksi Penetapan Retribusi;
12. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas:
a. Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan;
b. Kepala Seksi Pengaduan,  dan Penindakan;
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c. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan
Ruang;




Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi pemanfaatan
ruang terdiri dari :
a. Pengelola data dan bahan perencanaan pemanfaatan ruang
b. Pengawas teknis pemanfaatan ruang
Paragraf 2
Seksi Perencanaan Mikro dan Detail Tata Ruang
Pasal 20
Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi perencanaan
mikro dan detail tata ruang terdiri dari:
a. Pengolah data dan bahan rencana mikro dan detail tata ruang.
b. Peninjau perencanaan garis sempadan bangunan;
Paragraf 3
Seksi Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang
Pasal 23
Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi penelitian dan
pengembangan tata ruang terdiri dari :
a. Pengelola data dan bahan penelitian dan pengembangan tata
ruang





Seksi Peta Situasi dan Pengukuran
Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi peta situasi terdiri
dari:
a. Pengadministrasi umum
b. Pembuat/pemeriksa site plan.
Paragraf 2
Seksi Detail dan Teknik Arsitektur
Pasal 29
Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi detail, struktur
dan teknik arsitektur terdiri dari :
a. Pengadministrasian umum;
b. Pembuat situasi peletakan bangunan;
Paragraf 3
Seksi Pengukuran/Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan
Pasal 32
Nomenklatur jabatan non struktur pada seksi pengukuran terdiri dari :
a. Pengadministrasi umum;







Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi penelitian
administrasi terdiri dari:
a. Pengadministrasi izin mendirikan bangunan;




Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi penelitian teknis
terdiri dari :
a. Pengadministrasi umum;




Nomenklatur jabatan nonstruktural pada seksi penetapan
retribusi terdiri dari :
a. Pengadministrasi umum;
b. Penghitung retribusi IMB
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Bagian Kelima
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
Paragraf 1
Seksi Hukum, Pengaduan dan Penindakan
Pasal 44
Nomenklatur Jabatan non struktural pada seksi pengawasan
terdiri dari :
a. Pengadministrasi umum;




Nomenklatur jabatan non struktural pada seksi pengusutan
terdiri dari:
a. Pengadministrasi pengusutan;
b. Pelaksana teknis pengusutan bangunan.
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IV.2 Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat dimensi dalam
mengukur motivasi pelayanan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh
Perry dan Wise (1990):
1. Ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to public
policy making),
2. Komitmen terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga
negara (commitmen to public interest  and civic duty)
3. Sifat empati (compassion)
4. Pengorbanan diri (self-sacrifice),
Keempat dimensi inilah yang pada umumnya terdapat di kalangan
para pegawai di berbagai institusi sektor publik.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dapat digambarkan hasil
penelitian sebagai berikut:
IV.2.1 Ketertarikan Terhadap Pembuatan Kebijakan Publik (attraction
to public policy making),
Indikatornya ialah pandangan pegawai terhadap proses politik
dalam pembuatan kebijakan publik, ketertarikan terhadap
kehidupan para politisi, ketertarikan pada proses yang bersih dalam
pembuatan kebijakan publik.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di
DTRB Kota Makassar, untuk dimensi yang pertama bahwa
pandangan pegawai terhadap proses politik dalam pembuatan
kebijakan publik. Peniliti menemukan bahwa dalam pembuatan
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kebijakan itu merupakan sepenuhnya urusan pimpinan, dan proses
politik yang terjadi melibatkan berbagai kepentingan dan sumber
daya. Dalam pembuatan kebijakan publik terjadi proses komunikasi
antar elmen diantarnya adalah aktor, struktur, dan organisasi.
Kebijakan publik dipahami sebagai tujuan karena kebijakan publik
adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan publik. Artinya, kebijakan
publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain
untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh public
(masyarakat).
Pegawai DTRB Kota Makassar tidak menunjukkan
ketertarikan terhadap kehidupan para politisi, bahwa yang menurut
mereka urusan kebijakan semuanya adalah urusan pimpinan
seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Hukum, Pengaduan
dan Penindakan:
“...proses penentuan kebijakan kan urusan pimpinan, kita
sebatas disosialisasikan supaya kemudian disampaikan
kembali kepada pegawai yang lain” (wawancara 26 Januari
2015)”
Ketertarikan yang ditunjukkan pegawai pada proses yang
bersih dalam pembuatan kebijakan publik, pegawai memahami
bahwa dalam proses pembuatan kebijakan ada kepentingan-
kepentingan yang di bawa. Entah itu kepentingan masyarakat
sebagai penerima layanan ataukah kepentingan pribadi atau
golongan. Pegawai mengaharapkan bahwa setiap kebijakan yang
diambil pemerintah membawa seluruh kepentingan masyarakat,
bukan untuk menguntungkan salah satu pihak. Secara garis besar
59
pegawai DTRB Kota Makassar tidak begitu menunjukkan
ketertarikan terhadap proses yang bersih dalam pembuatan
kebijakan publik.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
bahwa setiap bidang dalam organisasi ini telah diberi tupoksi yang
jelas dan target yang harus dicapai. Dengan demikian akan
semakin memperjelas apa yang harus dikerjakan oleh masing-
masing pegawai khusunya yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat. Terdapat program-program dari DTRB yang
mengaharuskan pegawai untuk bekerja sesuai target yang
ditetapkan. Salah satu program yang mengharuskan pegawai
melayani masyarakat secara prima adalah penerbitan
Rekomendasi IMB Rumah Tinggal Non Perumahan. Program ini
kemudian diatur melalui S.O.P 6 hari kerja, yaitu sebagai berikut:
Gambar 4.1 SOP Penerbitan  Rekomendasi IMB
Sumber: Data DTRB Kota Makassar 2014
Lebih lanjut mengenai salah satu program andalan di DTRB
Kota Makassar, Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, M.Si adalah Kepala
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Dalam Diklat
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Kepemimpinan Tingkat II yang diikutinya dia menggagas sebuah
proyek perubahan berjudul “Percepatan Pelayanan Penerbitan
Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non
Perumahan di Kota Makassar”
Inisiatif yang dilakukannya ini adalah bagaimana memberikan
pelayanan yang lebih cepat dan baik kepada masyarakat berupa
peneribitan Rekomendasi IMB yang semula memaka waktu 12 hari
menjadi 6 hari kerja. Inisiatif ini menjawab tantangan untuk
percepatan pelayanan izin IMB sehingga dapat meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin
Mendirikan Bangunan.
(http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/inovator-kti/)
Berdasarkan hasil wawancara Staf Detail dan Teknik
Arsitektur, menyatakan bahwa :
“untuk menyelesaikan program ini sebenarnya menuntut
setiap bidang untuk bekerja dengan maksimal, menjadi suatu
tantangan bagi pegawai untuk bekerja secara cepat dan
tepat, tapi yang seringkali menjadi kendala untuk
menyelesaikannya tepat 6 hari adalah terdapat beberapa
kendala teknis yang di hadapi, salah satunya adalah karena
ini menyangkut masalah bangunan, mengharuskan pegawai
untuk meninjau ke lapangan. Seringkali akan banyak
ditemukan masalah saat peninjauan dilapangan entah itu
gambar yang tidak sesuai dll. Nah ini yang seringkali
menjadikan pekerjaan tidak sesuai dengan target 3 hari” (hasil
wawancara 26 Januari 2014)
Mengenai sejauh mana pegawai dilibatkan dalam setiap
program-program yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan ini
peneliti melihat bahwa pegawai dilibatkan dalam setiap program
yang ada, contohnya lewat program penerbitan IMB 6 hari kerja.
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Melalui wawancara dengan Kasie Penelitian dan
Pengembangan, mengatakan bahwa:
“Pada dasarnya di Dinas Tata Ruang dan Bangunan itu
semua bidang berkaitan, jadi semua dokumen dan berkas
melalui semua bidang yang ada.” (Wawancara 26 Januari
2015)
Peneliti melihat bahwa keterlibatan pegawai terhadap
program yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar hanya sebatas pelaksana teknis saja setelah program di
tetapkan. Menurut pendapat peneliti setelah melihat kondisi
langsung dilapangan bahwa seharusnya pegawai yang terlibat
langsung sebagai pemberi layanan patutnya juga dilibatkan secara
lebih dalam, sebelum program ditetapkan. Ketika pegawai (selaku
pemberi layanan) tidak libatkan lebih jauh dalam perumusan hingga
program ditetapkan mengakibatkan pegawai akan kurang mengerti
sejauh mana pegawai terlibat dalam program tersebut dan
berdasarkan pertimbangan apa sehingga pegawai ditarget harus
menyelesaikan tugas mereka berdasarkan waktu yang sudah
ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu
pegawai Staf Pemanfaatan Ruang ketika peneliti menanyakan
apakah menurut beliau program ini apakah efektif dan bisa selesai
dalam 6 hari sesuai target, beliau menyatakan:
“Sebenarnya itu tergantung dari personnya (pegawai) sendiri,
tergantung berkasnya lancar atau tidak. Kan program ini
kebijakan dari pimpinan. Sebenarnya program ini menurut
saya paling minimal bisa selesai 8-10 hari kerja, karena pasti
ada saja permasalahan yang ditemukan saat pengurusan
berlangsung”. (Wawancara 26 Januari 2015)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa
pegawai merasa sebenarnya program ini pada umumnya bisa
selesai melalui semua tahapan dalam kurun waktu 8-10 hari,
dikarenakan pasti ada saja kendala yang dihadapi. Peneliti melihat
bahwa motivasi pelayanan publik pada dimensi ini masih sangat
kurang. Keterlibatan pegawai yang hanya sebagai pelaksana,
cenderung kurang dilibatkan sebelum kebijakan tersebut dibuat
menyebabkan pegawai kurang memahami perannya dalam
program tersebut dan berdampak pada pelayanan yang diberikan,
sehingga hasilnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai belum
baik.
IV.2.2 Tanggung Jawab Terhadap Kepentingan Publik Dan Kewajiban
Sebagai Warga Negara (Commitment To Public Interest And
Civic Duty)
Lebih dahulu peneliti menanyakan sejauh mana pegawai
tertarik dengan program-program yang ditetapkan oleh pimpinan
khususnya program yang berhubungan dengan masyarakat.
Apakah pegawai merasa bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai
target yang telah ditetapkan.
Melalui wawancara oleh Kasie Peta Situasi dan Pengukuran,
menyatakan bahwa:
“Ini merupakan tantangan, yang tadinya harus diselesaikan 4
hari khusus di bidang kami setelah ada program ini, kami
harus selesaikan dalam 3 hari.” (Wawancara 26 Januari 2015)
Salah satu Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTRB
Kota Makassar menyatakan:
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“Jika ditanyakan apakah menarik, tentu saja menarik. Karena
pertama kita ada acuan eksistensi untuk bekerja, kita tidak
molor-molor kerja, kan setiap SKPD ada target pertahun
perbulan. Jadi kalau dikatakan program SOP 6 Hari ini itu
untuk memacu setiap staf yang bekerja secara teknisnya
supaya cepat selesai.” (Wawancara 30 Januari 2014)
Juga diungkapkan oleh Staff Peneltian Administrasi,
menyatakan bahwa:
“Kita bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita
bisa memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, apakah DTRB
bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Artinya kita
sebagai pelayan istilahnya bisa memberikan pelayanan yang
terbaik.” (Wawancara 26 januari 2014)
Hal ini diungkapkan oleh Staf Detail dan Teknik Arsitektur,
menyatakan bahwa:
“Targetnya saya bekerja satu hari dilapangan, satu hari di
kantor, harus cepat, ... , jadi selesai 4 berkas, besok masuk 4
berkas lagi” (wawancara 26 Januari 2015)
Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa
dengan adanya target yang sudah ditetapkan, pegawai merasa
tertantang untuk bisa menyelesaikan tugas secara secara cepat.
Kalau pegawai merasa bahwa ini adalah sebuah tantangan
tentunya pegawai akan merasa termotivasi untuk menyelesaikan
tugas sesuai target hari yang ditetpkan. Tapi bedasarkan observasi
dilapangan dan hasil wawancara dengan masyarakat penerima
layanan masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh
pegawai DTRB tidak sesuai dengan SOP. Wawancara dengan
Bapak EP mengatakan bahwa:
“Saya urus IMB untuk rumah saya sudah sekitar bulan
November, saya kan searching di internet berapa hari kira-
kira selesai urusan saya, yang saya dapatkan tidak selama
ini. Ini dari bulan november, desember, januari sekarang
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februari kan harusnya tidak selama itu. Saya hitung-hitung
paling lama selesai 14 hari untuk urusan saya karena berkas-
berkas sudah lengkap. Kalo tidak bisa selesai yah tidak usah
di atur dalam SOPnya. Jadinya kecewa kalau tahu tidak bisa
selesai cepat.” (wawancara 3 Februari 2015)
Diungkapkan oleh Bapak Lk mengatakan bahwa :
“Saya kasih masuk berkas dari bulan desember, masih belum
selesai sampai sekarang. (wawancara 3 Februari 2015)
Wawancara dengan salah satu pengguna jasa yaitu Bapak
RH mengatakan:
“Saya sudah 10 tahun urus IMB, sudah ditahap terakhir, dan
sudah membayar, tapi IMB saya masih bermasalah karena
katanya pegawai yang kebetulan bantu saya ternyata
pensiun. (Wawancara 3 Februari 2015)
Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa
kerja pegawai masih jauh dari target. Pegawai masih tidak bisa
memenuhi target yang ditetapkan dalam SOP. Kalaupun ada
beberapa permasalah yang ditemukan saat proses pengurusan
IMB pegawai harusnya bisa dikomunikasikan dengan cepat kepada
masyarakat agar masyarakat bisa cepat memperbaiki dan merasa
bahwa pegawai di DTRB tidak memperlambat urusan pemohon
(masyarakat).
Peneliti melihat bahwa koordinasi antar pegawai masih
kurang. Bukankah sudah ditempatkan beberapa orang dalam setiap
seksi, dan tidak menjadi kendala ketika ada pegawai yang tidak
ditempat, masyarakat masih bisa dilayani oleh pegawai lain di seksi
yang sama, masyarakat tidak harus menunggu sampai pegawai
yang dimaksud ada ditempat. Pegawai juga harus memahami
bahwa mereka bekerja dalam konsep sebuah tim, setiap pegawai
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dalam satu seksi punya tupoksi yang sama, bukan satu pegawai
harus menangani satu orang dari awal sampai akhir urusan si
pemohon (masyarakat) selesai. Kondisi seperti itu menyebabkan
masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik.
Peneliti kemudian menanyakan apa yang memotivasi
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bersarkan hasil wawancara dengan Staf Seksi Detail dan Teknik
Arsitetur menyatakan bahwa:
“Masyarakat yang menggaji kita, jadi masyarakat harus diberi
pelayanan yang baik.” (Wawancara 26 Januari 2015)
Hal senada di ungkapkan oleh Staf di Sub Bagian Keuangan,
menyatakan bahwa:
“Tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara adalah
memberikan kepuasan kepada masyarakat, itu yang
memotivasi kita untuk memberikan apa yang terbaik untuk
mereka (masyarakat).” (Wawancara 26 Januari 2015)
Pendapat lain diungkapkan oleh oleh Staf Penelitian
Administrasi, yang menyatakan bahwa:
“Berdasarkan pengalaman kita sendiri sebagai masyarakat
umum, ketika kita masuk di intansi, kita mendapat pelayanan
yang kurang baik, yah.. kita sebagai orang yang dilayani
merasakan tidak enaknya ketika tidak dilayani dengan baik,
jadi karena pengalaman itu jadi pelajaran untuk saya bisa
melayani masyarakat dengan baik.” (Wawancara 26 Januari
2015)
Wawancara dengan Kasie Penetapan Retribusi
mengungkapkan:
“Kita kan di bagian IMB, kita mau masyarakat memiliki
kesadaran untuk memiliki IMB, makanya kita usahakan untuk
memberikan pelayanan yang prima dengan cara mebantu mereka
mengurus IMB agar lebih mudah lebih lancar.” (Wawancara 26
Januari 2015)
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Wawancara dengan Kepala Seksi Peta Situasi menyatakan
bahwa:
“Sebelum bekerja disini sudah ada jiwa pelayanan,
bagaimana bisa menyenangkan masyarakat, mengurus
kebutuhan masyarakat, apa maunya masyarakat”
(wawancara 26 Januari 2015)
Dari hasil wawancara tersebut pegawai mengungkapkan
bahwa motivasi pegawai dilandasi rasa tanggung jawab sebagai
seorang aparatur negara, mempunyai tugas utama untuk melayani
masyarakat. Menjadi sebuah kewajiban bagi seorang pegawai
negeri sipil untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat.
Hasil wawancara dengan Staf Pengalihan Fungsi Bangunan
menyatakan bahwa:
“Motivasi utama adalah kita sebagai seorang PNS, aparatur
sipil negara, memang untuk melayani
masyarakat.”(Wawancara 26 Januari 2015)
Hasil wawancara dengan salah satu Staf Penelitian Teknis
menyatakan:
“... kan tugas kita (PNS) memang sebagai seorang pelayan
masyarakat” (Wawancara 26 Januari 2015)
Juga diungkapkan oleh Staf Penataan Ruang menyatakan
bahwa:
“Itu memang menjadi tugas kita sebagai aparat pemerintah
untuk memberikan pelayanan, itu memang menjadi bagian
tugasnya.” (Wawancara 26 Januari 2015)
Kemudian diungkapkan juga oleh Kepala Seksi Penelitian dan
Pengembangan:
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“Tentunya jika diukur melalu presentase pasti kita 100%
memberikan pelayanan kepada masyarakat” (wawancara 26
Januari 2015)
Sebagai salah satu instansi yang melayani masyarakat, tentu
pegawai di DTRB kota Makassar dituntut untuk dapat memberikan
pelayanan yang cepat dan efisien.
Peneliti juga menanyakan bagaimana motivasi pelayanan
publik pegawai DTRB Kota Makassar yang di tunjukkan melalui
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui wawancara
dengan Bapak Sn yang menyatakan bahwa:
“Saya ini sudah lama mengurus IMB, tapi belum selesai,
karena ada beberapa kesalahan. Kalau ditanya bagaimana
pelayanannya ada yang baik ada juga pegawai yang acuh
(wawancara 26 Januari 2015)
Lain pula permasalahan dengan Bapak An yang kebetulan
mengurus 2 sekaligus IMB, beliau menyatakan bahwa:
“Saya urus IMB dari sekitar 1 minggu yang lalu, tapi ada yang
salah jadi saya disuruh datang lagi kesini untuk perbaiki, nah
saya di janji ketemu hari ini tapi tidak ada pegawainya jadi
minggu depan lagi saya dijanji.” (Wawancara 30 Januari
2015)
Selain itu peneliti juga menemukan beberapa pegawai yang
tidak disipin, ketika pegawai secara sadar bahwa mereka terikat
tanggung jawab sebagai seorang pelayan publik seharusnya
pegawai juga bisa menunjukkan melalu sikap. Pegawai secara
sadar bahwa ada peraturan yang mengikat mereka ketika bekerja
dalam sebuah instansi. Selama observasi peneliti banyak
menemukan pegawai yang terlambat masuk kantor. Padahal jam
kerja dimulai pada pukul 07.30 WITA, yang peneliti temukan banyak
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pegawai yang baru datang setelah pukul 10.00, banyak juga
pegawai yang sudah istirahat sebelum waktunya, sehingga hal ini
berdampak pada masyarakat yang ingin mengurus IMB.
Masyarakat harus menunggu lebih lama untuk bisa menyelesaikan
urusannya.Peneliti melihat bahwa pelayan di DTRB masih
melandaskan pekerjaannya sebagai suatu kewajiban yang
memaksa. Terkadang bahkan mereka tidak benar- benar
mengetahui posisi mereka sebagai pelayan publik sehingga mereka
tidak dapat sepenuh hati menjalani pekerjaannya.
Peneliti melihat bahwa motivasi pelayanan publik yang
ditunjukkan oleh pegawai dalam dimensi ini sangat kurang, hal ini
ditunjukkan dengan pegawai yang masih bekerja melampaui target
yang ditetapkan dalam SOP dan motif yang ditunjukkan oleh
pegawai untuk melayani masyarakat bukan karena merasa hal
tersebut memang sudah menjadi tugas tanggung jawab tapi
pegawai melayani karena ada mengharapkan balas jasa berupa
imbalan, pegawai melayani bukan karena benar-benar ingin
melayani kepentingan masyarakat.
IV.2.3 Sifat Empati (Compassion)
Indikator untuk mengukur dimensi ini adalah pegawai dapat
memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani, pegawai
mengutamakan kepuasan masyarakat saat memberi pelayanan
dan pegawai dapat memberi respon ketika melihat ada masyarakat
yang tidak terlayani dengan baik, pegawai dapat melayani secara
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professional bukan bukan karena mengenal yang dilayani secara
personal.
Di awal wawancara peneliti terlebih dahulu menanyakan apa
yang yang pegawai rasakan saat memberikan pelayanan. Sejumlah
narasumber menyatakan:
“Saya merasa senang bisa berinteraksi dengan
masyarakat,...,  senang jika lihat masyarakat puas.”
(wawancara 30 Januari 2015 dengan Staf Kepegawaian)
Wawancara dengan Kepala Seksi Hukum, Pengaduan dan
Penindakan, menyatakan bahwa:
“Jika masyarakat puas saya lebih puas.” (wawancara 26
Januari 2015)
Wawacara dengan Kepala Seksi Penelitian dan
Pengembangan menyatakan bahwa :
“Mudah-mudahan masyarakat puas ketika sudah
dilayani.”(wawancara 26 Januari 2015)
Wawancara dengan Staf Pemanfaatan Ruang dan Fasum
Fasos menyatakan bahwa :
“Merasa puaslah, kan kita sebagai pelayan publik jadi
masyarakat harus kita layani dengan maksimal.” (wawancara
26 Januari 2015)
Wawancara dengan Staf Penelitian dan Pengembangan,
menyatakan bahwa:
“Kalau masyarakat senang, saya lebih senang lagi,..”
(wawancara 26 Januari 2015)
Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai peneliti
dapat menyimpulkan pegawai akan merasa puas ketika masyarakat
yang dilayani juga merasa puas. Pegawai merasa bahwa ketika
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masyarakat tidak merasa puas, pegawai berarti tidak berhasil dalam
tugas dan pekerjaannya.
Wawancara dengan Staf Penataan Ruang ketika ditanyai
mengenai yang dirasakan setelah memberi pelayanan kepada
masyarakat beliau menyatakan bahwa :
“Biasa-biasa ji.” (wawancara 26 Januari 2015)
Lain hanya dengan yang diungkapkan oleh pegawai-pegawai
lain. Wawancara dengan Staf Detail dan Arsitektur, menyatakan
bahwa :
“Puas.. masyarakat puas, saya juga puas. (wawancara 26
Januari 2015)
Wawancara dengan Staf Pengalihan Fungsi  Bangunan,
menyatakan bahwa:
“Tentu suatu kepuasan sendiri kalau orang punya IMB cepat
selesai tidak ada halangan.” (wawancara 26 Januari 2015)
Wawancara dengan Kepala Seksi Peta Situasi, menyatakan
bahwa:
“Senang.. itu kalo masyarakat rasa puas saya lebih
puas.”(wawancara tanggal 26 Januari 2015)
Wawancara dengan Penelitian Teknis menyatakan bahwa:
“Kita merasa senang juga bisa bantu masyarakat apalagi
kadang masyarakat belum mengerti kita kasih keterangan
mereka supaya mereka juga bisa tahu.” (Wawancara 26
Januari 2015)
Wawancara dengan Kepala Seksi Peta Situasi , menyatakan
bahwa:
“Kalau misalnya kita kasih informasi kepada masyarakat,
kasih pelayanan ke masyarakat, si pemohon merasa puas,
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yah kita pribadi sebagai abdi negara kita bisa rasakan yang
mereka rasakan (puas).” (wawancara 26 Januari 2014)
Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Retribusi,
menyatakan bahwa:
“Kadang kita puas, kalau masyarakat juga puas dengan
pelayanan kita, jadi otomatis kita puas.” (wawancara 26
Januari 2015
Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa
ukuran yang digunakan sebagian besar pegawai untuk menentukan
bahwa mereka berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab
mereka dalam pekerjaan adalah berdasarkan kepuasan dari
masyarakat yang mereka layani. Jadi ketika masyarakat merasa
puas, pegawai juga akan merasa senang.
Peneliti juga menanyakan apa yang bapak/ibu lakukan
apabila menemukan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Beberapa pegawai mengemukakan jawaban yang serupa.
“Saya langsung tanyakan ke bapak/ibunya (masyarakat) apa
yang bisa dibantu, kemudian dijelaskan tahapan selanjutnya,
jadi masyarakat tidak kebingungan.” (wawancara tanggal 26
Januari 2015)
Dari hasil wawancara tersebut pegawai mengungkapkan
bahwa respon yang paling pertama adalah langsung menanyakan
kepada masyarakat, sehingga pegawai dapat menjelaskan apa
yang harus dilakukan.
Jawaban sedikit berbeda dikemukan saat wawancara dengan
Staf Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos menyatakan bahwa :
“Dilihat juga kondisinya, jika pemohon (masyarakat) sendiri
yang meminta informasi  karena kadang kalau kita yang
secara langsung mau terjun kadang tanggapannya
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masyarakat aneh-aneh, kecuali masyarakat yang meminta
langsung, yah harus kita layani.”
Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa
pegawai juga kadang merasa segan untuk membantu masyarakat
karena takut masyarakat akan beranggapan lain, jadi pegawai
merasa bahwa untuk membantu masyarakat harus melihat kondisi
terlebih dahulu.
Lain halnya saat peneliti mewawancara masyarakat, justru
banyak yang mengeluhkan mengapa pegawainya tidak bisa
melayani dengan maksimal.
Wawancara dengan salah satu pengguna jasa yaitu Bapak
RH mengatakan:
“Bobrok sekali pelayanannya ini, saya sudah 10 tahun urus
IMB, sudah ditahap terakhir, dan sudah membayar, tapi IMB
saya masih bermasalah karena katanya pegawai yang
kebetulan bantu saya ternyata pensiun. Saya kemudian
mengalah jadi saya ulangi dari tahap awal tapi ini malah masih
tidak ada kejelasan, katanya saya harus ketemu bapak ini
terus bapak ini lagi, tapi tidak ada kejelasan, saya bertanya
siapa yang bisa saya mintai bantuan, tapi tidak ada
tanggapan.” (wawancara 3 Februari 2015)
Masalah serupa juga dikemukakan oleh Bapak EP, beliau
mengatakan :
“Saya ini jengkel sekali sudah dari bulan November yang lalu
saya mengurus IMB tapi berkas saya ini kayak ditahan-tahan.
Kalo dilihat di SOP kan sudah jelas berapa hari, saya sadar
ada beberapa kendala digambar tapi tidak mungkin sampai
selama ini. Padahal sudah ditahap membayar, saya juga
sudah tahu jumlahnya berapa tapi beberapa kali datang justru
tidak jelas. Seharusnya kan saya tinggal bayar saja. Waktu
pertama kali juga mengurus disini saya bingung harus
kemana dulu, masuk kantor sini tidak jelas bagian-bagiannya,
pegawainya juga tidak cepat tanggap. Justru banyak yang
acuh” (wawancara 3 Februari 2015)
Diungkapkan oleh Bapak Lk mengatakan bahwa :
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“... Pegawai kasih informasi tidak jelas siapa yang harus saya
temui, katanya harus ketemu dengan bapak ini, tapi bapaknya
nda ada ditempat.” (wawancara 3 Februari 2015)
Juga hal serupa diungkapkan oleh Ibu Ia, beliau menyatakan
bahwa:
“Saya ini di pimpong kesana kemari, ada petugas yang tinjau
kadang-kadang minta uang. IMB saya juga masih belum jadi-
jadi, pegawainya tidak jelas kasih informasi, kan saya
bingung, pegawai yang suruh ditemui juga kadang tidak ada
ditempat.” (wawancara 3 Februari 2015)
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan hasil pengamatan
selama penelitian ketika mendengar jawaban dari pegawai dengan
masyarakat penerima pelayanan, peneliti melihat jauh sekali
perbedaannya.
Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Pegawai maka peneliti dapat
menggambarkan bahwa pegawai merasa sadar bahwa sudah
menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai untuk bisa melayani
masyarakat dengan baik tapi sayangnya tidak sejalan dengan
perilaku yang dilakukan pegawai, masih ada beberapa oknum yang
kemudian memanfaatkan beberapa kondisi pemohon (masyarakat)
untuk melakukan penyimpangan. Peneliti melihat motivasi yang
ditunjukkan oleh pegawai di DTRB kota Makasssar berdarkan
dimensi ketiga ini masih sangat kurang.
Pegawai merasa sudah melakukan pelayanan dengan
maksimal, tapi masyarakat sendiri penerima layanan merasa
bahwa pegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan justru lebih
banyak yang menyulitkan. Dibuktikan dengan banyak masyarakat
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yang mengurus IMB lebih lama dari waktu yang ditetapkan SOP,
jika ada kendala teknis masyarakat merasa maklum tapi yang
menjadi pertanyaan kenapa harus menghabiskan waktu yang
berbulan-bulan. Justru banyak yang menawarkan jasa pribadi untuk
kemudian membantu mengurus dengan lebih cepat.
Beberapa masyarakat juga mengakui bahwa bahwa
beberapa pegawai cenderung masih bekerja tidak profesional,
cenderung masih membeda-bedakan dan masih mengharap balas
jasa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rh:
“Pegawai punya kepentingan masing-masing, setiap pegawai
ada berkas yang diurus masing-masing, kenapa begitu
karena ada fee-nya.” (Wawancara 3 Februari 2015)
Beberapa masyarakat yang yang peneliti wawancarai sangat
menyangkan ada perlakuan khusus kepada masyarakat lain yang
mempunyai kerabat/kenalan di dalam DTRB Kota Makassar.
Kemampuan pegawai untuk memprioritaskan masyarakat
belum dapat terpenuhi, dengan adanya keluhan dari masyarakat
menujukkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk
menuntut hak haknya sebagai konsumen untuk memperoleh
pelayanan yang terbaik.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pegawai belum
sepenuhnya memberikan penghargaan yang layak pada
masyarakat. Masyarakat masih ditempatkan pada kedudukan yang
lemah sehingga seringkali dipinggirkan  oleh kepentingan yang lain,
padahal pegawai menyadari tugas yang paling utama sebagai
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seorang pegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar  adalah melayani kepentingan masyarakat.
Selain itu peneliti melihat cenderung pegawai tidak bisa
memberikan “jaminan” kepada masyarakat, sehingga masyarakat
merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Setiap informasi
yang diberikan oleh pegawai sudah diikuti oleh masyarakat, tapi
setelah mengikuti petunjuk pegawai justru urusannya tidak selesai,
dan masyarakat merasa tidak ada hasil.
Peneliti melihat bahwa dalam dimensi ini motivasi pelayanan
publik yang ditunjukkan sebagian besar pegawai masih sangat
kurang.
IV.2.4 Sikap Pengorbanan Diri (selfsacrifice)
Indikator untuk mengukur dimensi ini adalah pegawai dapat
memprioritaskan tugas dan pekerjaan untuk melayani masyarakat
dibandingkan kepentingan pribadi dan pegawai dapat memberikan
pelayanan yang terbaik tanpa mengharapkan balas jasa berupa
imbalan.
Dari hasil wawancara dengan pegawai ketika peneliti
menanyakan sejauh mana prioritas pegawai dalam bekerja, hasil
wawancara dengan Staf Keuangan menyatakan:
“Yang menjadi prioritas utama dalam bekerja adalah
menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan melayani
masyarakat.” (wawancara 26 Januari 2015)
Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Retribusi
menyatakan bahwa:
“Prioritas saya yang pertama bisa memberikan pelayanan yg
prima kepada masyarakat, supaya masyarakat puas dengan
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pelayanan  jadi dengan sendirinya masyarakat bisa datang
(tertarik) untuk mengurus IMB.” (wawancara 26 Januari 2015)
Wawancara dengan Kepala Seksi Penelitian dan
Pengembangan menyatakan bahwa :
“Bekerja dengan ikhlas, laksanakan tugas dengan baik yaitu
melayani masyarakat”. (wawancara 26 Januari 2015)
Wawancara dengan Kepala Seksi Peta Situasi dan
Pengukuran menyatakan bahwa:
“Bekerja sesuai prosedur... “ (wawancara 26 Januari 2015)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh
jawaban bahwa pegawai akan memprioritaskan pelayanan kepada
masyarakat yang paling utama dan akan bekerja sesuai prosedur.
Dari hasil wawancara dengan masyarakat, menyatakan
sebaliknya bahwa yang masih kurang adalah prioritas pegawai
dalam menyelesaikan tugas, menempatkan kepentingan
masyarakat terlebih dahulu kemudian tugas lainnya.
Dari hasil wawancara dengan Bapak EP menyatakan bahwa:
“Pegawai yang saya mau temui tidak ada ditempat, katanya
lagi ada rapat, jadi saya harus kembali lagi besok.
Sebenarnya kemarin lain yang saya temui, terus lain lagi yang
saya disuruh ketemu hari ini”
Hal tersebut juga dialami oleh Ibu Ia yang sedang mengurus
IMBnya hampir 3 bulan, beliau menyatakan :
“Saya sebenarnya sudah datang beberapa kali, tapi katanya
ada masalahnya berkas ku, terus yang mau saya temui tidak
di tempat, harus sama pegawai yang itu katanya, jadi harus
ka tunggui urusannya selesai. Mau tidak mau saya harus
kembali lagi hari lain. (wawancara 3 februari 2015)
Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai
penerima layanan memperihatkan bahwa pelayanan selama ini
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yang  berikan oleh pegawai DTRB belum dapat memenuhi harapan
masyarakat.
Selain itu peneliti juga mencari tahu apakah ada motivasi lain
yang mempengaruhi kelancaran dalam pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat (misalnya meminta balas jasa berupa materi).
Peneliti juga menanyakan bahwa apakah bapak
mengeluarkan biaya tambahan supaya urusannya (Izin IMB) cepat
selesai.
“Biaya tambahan ada karena sebenarnya terdesak kondisi,
saya butuh suratnya cepat, jadi saya kasih sama pegawai
yang bantu saya” (wawancara 26 Januari 2015)
Ketika ditanyai masalah apakah bapak tersebut
mengeluarkan biaya tambahan beliau menyatakan:
“Kalau biaya hanya sebagai ucapan terima kasih sudah
dibantu untuk urus, karena saya butuh IMBnya.” (Wawancara
30 Januari 2015)
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti
dilapangan ada beberapa oknum pegawai yang tidak memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pelayanan kepada
masyarakat masih dilandasi oleh motif-motif tertentu.
Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 2
Februari 2015, peneliti mendapati salah satu pegawai yang
menawarkan diri untuk membantu pemohon (masyarakat) untuk
duruskan IMBnya tapi tentu ada hal yang dimengerti oleh pemohon
(biaya tambahan), pegawai tersebut menyatakan:
“Bisa saya bantu ki uruskan IMB ta, karena kalo kita
(pemohon) sendiri yang bawa akan lama prosesnya, kalau
saya yang bantu ki lebih cepat, tapi begitu mi (ada biaya
tambahan... ”
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Dari hasil temuan tersebut dilapangan, peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa masih ada pegawai yang motivasi melayaninya
bukan berdasarkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang
aparat pemerintahan yaitu untuk melayani masyarakat tapi
beberapa memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Menurut peneliti bahwa self-sacrifice yang ditunjukkan
pegawai masih kurang. Menurut peneliti pegawai harus lebih
mempriotitaskan masyarakat dan pegawai seharusnya dapat
memberikan pelayanan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan
berupa materi. Seharusnya pegawai menunjukkan bahwa
mengutamakan pemberian layanan yang baik kepada masyarakat
jauh lebih penting daripada mengharapkan imbalan berupa materi.
Motivasi pelayanan publik masih cenderung didominasi dari
perasaan kewajiban yang mengikat dan memaksa sehingga dalam
pemberian pelayanannya kurang dilandasi rasa pengorbanan diri.
IV.2.5 Peran Organisasi dalam Menumbuhkembangkan Motivasi
Pelayanan Publik
Dalam memperluas Model Perry untuk memperhitungkan
pengaruh lembaga organisasi di PSM, Moynihan dan Pandey
menggunakan sejumlah variabel organisasi: Budaya Organisasi,
Red Tape, hierarchy, reform orientation, and length of
organizational membership.
Budaya organisasi membentuk keyakinan dan perilaku
pegawai di DTRB Kota Makassar. Tidak bisa dipungkiri bahwa
budaya organisasi yang berkembang di DTRB kota Makassar lebih
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banyak yang negatif. Beberapa diataranya adalah ketidakdisiplinan
pegawai berkaitan dengan jam kerja, budaya “take” dan ”give” yang
berkembang pada masyarakat dan juga pegawai, pegawai yang
tidak bekerja secara tim tapi personal menyebabkan motivasi
pelayanan publik yang di tunjukkan pegawai sangat rendah.
Red tape yang terjadi di DTRB Kota Makassar adalah
birokrasi yang berbelit-belit, KKN, lamban, tidak sensitif terhadap
kebutuhan rakyat, tidak efisien, prosedur yang panjang dan rumit,
sikap enggan melayani, tertutup, dan lain sebagainya. Contoh yang
paling nyata dikemukanan oleh salah satu penerima layanan yaitu
bapak EP, beliau menyatakan
“Beberapa urusan saya terhambat karena pegawai yang tidak
ada ditempat, padahal untuk bisa lanjut ketahap berikutnya
beliau harus menandatangani berkas saya” (wawancara 3
Februari 2015)
Pegawai juga menunjukkan sikap ketidakterbukaan pada
masyarakat, sehingga masyarakat cenderung merasa dipersulit
urusannya di kantor tersebut, padahal masyarakat menggap bahwa
sudah ada SOP yang mengatur, seharusnya pegawai dapat bekerja
lebih maksimal dan terarah.
Variabel hierarchy di DTRB kota Makassar merupakan cara
yang paling efektif untuk bisa mengatur beberapa tugas kompleks
yang dilakukan oleh setiap unit. Dengan pembagian tersebut
memperjelas apa yang harus dikerjakan oleh setiap pegawai. Hal
ini memudahkan pimpinan untuk mengawasi kerja pegawai,
sehingga pimpinan dapat melihat unit mana yang kurang baik
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kinerjanya dan perlu ditingkatkan. Kekurangan dalam variabel ini
adalah karena DTRB dibatasi oleh “struktur” sehingga
menyebabkan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat jika
pegawai yang berwenang tidak ada ditempat (misalnya ketika harus
mengikuti rapat diluar kantor) disinilah letak kelemahannya,
pentingnya pengejawantahan tugas sehingga urusan pelayanan
kepada masyarakat tidak terhambat.
Reform orientation seharusnya di tandai dengan perbaikan
disektor birokrasi yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman,
dan lebih mudah dijangkau); Meningkatnya jumlah unit pelayanan
yang memperoleh standarisasi pelayanan; Meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi.
Reformasi (perbaikan) yang ditemukan di DTRB Kota
Makassar yang dilakukan organisasi untuk mendorong motivasi
pelayanan publik pegawai yaitu menetapkan SOP dalam beberapa
program yang ada di DTRB Kota Makassar beberapa diantaranya
menetapkan target hari capaian kerja untuk setiap unit yang
dilewati, sehingga pegawai lebih jelas dan terarah dalam
pekerjaannya.
Lamanya Keanggotaan Organisasi (Length of organizational
membership) yang peneliti amati selama observasi bahwa lamanya
seseorang dalam sebuah organisasi tidak memberikan dampak
yang begitu signifikan untuk meningkatkan motivasi pelayanan
publik pegawai. Peneliti menemukan bahwa justru semakin lama
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mereka bekerja menjadikan tingkat motivasi pegawai dalam
memberikan pelayanan publik semakin rendah. Menurut peneliti
bahwa hal ini dikarenakan budaya organisasi yang sudah
membentuk pegawai di DTRB Kota Makassar. Justru lamanya
seseorang dalam sebuah organisasi membuat komitmen dan
loyalitas terhadap organisasi semakin menurun, hal ini disebabkan
oleh kejenuhan yang dialami oleh pegawai untuk selalu
mengerjakan pekerjaan yang sama setiap harinya.
IV.3 Pembahasan
IV.3.1 Ketertarikan Pada Pembuatan Kebijakan Publik
Untuk dimensi pertama peneliti melihat ketertarikan yang
ditunjukkan oleh pegawai akan proses politik dalam  pebuatan
kebijakan masih sangat kurang. Peneliti melihat bahwa sangat
penting bagi pimpinan untuk menyosialisasikan dan mengedukasi
setiap kebijakan publik yang ada, khususnya beberapa kebijakan
kota makassar yang berkaitan dengan instansi tempat mereka
bekerja. Ketika pegawai paham dengan setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pimpinan. Dengan semakin baik dan intensif pola
komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan pegawai, diharapkan
mampu meningkatkan kompetensi pegawai melalui pemahaman
yang komprehenship tentang implementasi dan evaluasi kebijakan.
Demikian pentingnya pegawai dapat mendukung kebijakan yang
dikeluarkan sehingga juga akan mendorong pegawai untuk paham
dengan setiap program yang ditetapkan sebagai wujud dari
kebijakan tersebut. Perlunya pegawai untuk disosialisasikan
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mengenai program-program tersebut sebelum program tersebut
ditetapkan tidak hanya sampai pada tataran kepala bidang dan juga
kepala seksi, tapi juga kepada seluruh pegawai. Dengan begitu
pegawai dapat memberikan masukan-masukan yang berkenaan
dengan program tersebut, sehingga pegawai juga akan merasa
lebih dilibatkan tidak hanya sebagai pelaksana setelah program
sudah ditetapkan, tapi mereka lebih memahami seperti apa
program tersebut, tujuan program tersebut, apa peran dan tugas
pegawai dalam pogram tersebut. Pada akhirnya ketika pegawai
paham, pegawai akan bekerja melayani masyarakat lebih
maksimal. Walaupun pegawai hanya dalam tataran implementasi
dari kebijakan tapi akan menjadi sangat peting ketika mengetahui
mengapa sebuah kebijakan diambil, seauh mana pegawai terlibat
dalam muwujudkan kebijakan tersebut, apa yang harus dilakukan
pegawai untuk mendukung kebijakan tersebut dapat terwujud dan
sejauh mana pegawai meberikan kontribusi yang positif untuk
mendukung setiap kebijakan yang ada untuk instansi tempat
mereka bekerja.
Peneliti melihat pimpinan juga perlu mengevaluasi secara
berkala setiap program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan
masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Dengan demikian seluruh elemen dalam organisasi dapat
memahami apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari
kebijakan tersebut. Ketika kebijakan ini dianggap baik dan dapat
bermanfaat untuk masyarakat pegawai akan merasa puas dan
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semakin termotivasi lagi untuk melayani dan ketika ada kekurangan
pegawai dapat memperbaiki kinerja mereka.
IV.3.2 Komitmen Terhadap Kepentingan Publik Dan Kewajiban
Sebagai Warga Negara
Berdasarkan observasi dilapangan dan hasil wawancara
dengan masyarakat penerima layanan masyarakat merasa bahwa
pelayanan yang diberikan oleh pegawai DTRB tidak sesuai dengan
SOP.
Seharusnya motivasi pegawai dilandasi rasa tanggung jawab
sebagai seorang aparatur negara, mempunyai tugas utama untuk
melayani masyarakat. Menjadi sebuah kewajiban bagi seorang
pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat
Pandangan masyarakat terhadapa kinerja pegawai
pemerintah pada umumnya masih jauh dari memuaskan, selama ini
kinerja pegawai di DTRB kota makassar dinilai belum efektif dan
efisien dan pelayanan-pelayanan yang ada pun belum sesuai
dengan harapan masyarakat.
Harapan bahwa pegawai DTRB Kota Makassar dapat
memahami tanggung jawab dan kewajiban dalam melayani
masyarakat, karena yang dinilai dari kinerja pegawai bukan hanya
bagaimana melayani masyarakat dengan baik, tetapi
juga berintegritas dan berkomitmen dalam menjalankan kewajiban
dengan disiplin yang tinggi dan kerjasama yang baik didalam tim.
Pegawai harus memahami pentingnya makna pelayanan dari
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pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab mereka
ketika bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
Kebanyakan organisasi pemerintah bahkan tidak tahu siapa
pengguna layanan mereka. Mengapa demikian? Menurut Osborne
dan Gaebler, logikanya sederhana, karena sebagian besar badan
pemerintah tidak memperoleh dananya dari pengguna layanan
(secara langsung). Disamping itu sebagian pelanggan mereka
(masyarakat) bersifat captive, pelanggan ‘paksa’, singkatnya para
pengguna layanan mempunyai sedikit alternatif terhadap pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu pegawai sering
mengabaikan para pengguna layanannya. Pegawai menganggap
bahwa pelanggan mereka adalah eksekutif dan legislatif, karena
dari sanalah mereka memperoleh dana secara langsung. Para
pegawai yang diangkat, pada gilirannya, lebih berorientasi pada
pejabat yang mengangkatnya atau kelompok kepentingan / partai.
Jadi, sementara bisnis bersungguh-sungguh menyenangkan
pelanggan, badan pemerintah mati-matian untuk menyenangkan
kelompok kepentingan. Budiono (2003:3) mendefinisikan
pemerintah yang berorientasi pelanggan (customer driven
government) yaitu pemerintah yang meletakkan pengguna layanan
sebagai hal yang paling depan. Oleh karena itu, kepuasan
pengguna layanan ditempatkan sebagai sasaran penyampaian
tujuan, dengan mendengarkan suara pengguna layanan. Dengan
memperhatikan kebutuhan dasar pengguna layanan, pemerintah
lebih responsif dan inovatif. (Syamsuri, Kualitas Layanan Publik)
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Untuk itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran
pegawai akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PNS.
Ketika pegawai diterima dalam sebuah instansi mereka terikat
dengan tanggung jawab dan tugas. Tugas dan tanggung jawab
utama seorang pegawai adalah melayani masyarakat. Pegawai
harus belajar mengutamakan kepentingan masyarakat diatas
kepentingan lainnya. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung
jawab mereka pegawai telah melaksanakan tanggung jawab
mereka terhadap negara.
IV.3.3 Sifat Empati (Compassion)
Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk
interaksi atau hubungan antara penyedia layanan dan penerima
layanan. Menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan
itu. dalam hal ini pemerintah adalah lembaga yang memproduksi,
mendistribusikan atau memberikan alat pemenuhan kebutuhan
rakyat yang berupa pelayanan publik. dengan demikian secara
eksplisit dapat dikatakan bahwa pemberian pelayanan publik
merupakan jenis pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah. hal
ini dapat dipahami mengingat pelayanan civil merupakan bagian
dari fungsi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan
oleh peneliti, melihat bahwa ukuran yang digunakan sebagian besar
pegawai untuk menentukan bahwa mereka berhasil melaksanakan
86
tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan adalah
berdasarkan kepuasan dari masyarakat yang mereka layani.
Peneliti temukan dilapangan bahwa ada perlakuan khusus
ketika masyarakat mempunyai kenalan yang bekerja di Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Jika masyarakat mengenal
salah satu pegawai, cenderung akan lebih diperhatikan. Hal ini
tentunya tidak sesuai dengan kode etik DTRB yaitu pelayanan
berdasarkan s-o-p, komitmen terhadap pelayanan prima,
optimalisasi sdm, efektifitas pengawasan internal, profesionalisme
aparat berdasarkan kompetensi organisasi, pemberian sanksi bagi
aparat yang melan.ggaran, evaluasi pelaksanaan tugas, dan
menumbuhkan antipati terhadap kkn. Adalah sangat penting untuk
meningkatakan rasa empati yang di tunjukkan oleh pegawai. Untuk
meningkatkan motivasi pelayanan publik dari segi empati pimpinan
perlu menanamkan sifat-sifat pratriotisme, pimpinan perlu memberi
pemahaman bahwa perlunya dukungan pegawai terhadap
program-program. Dengan demikian pegawai akan memahami
bahwa pentingnya fungsi mereka sebagai seorang pelayanan
publik, bahwa masyarakat bergantung kepada layanan yang
mereka berikan, pegawai akan sadar dengan pentingnya
memberikan dukungan pada setiap program-progaram kepentingan
publik, dengan memberikan dukungan tersebut melalui
meningkatkan kinerja mereka, pegawai secara tidak langsung telah
menunjukkan perasaan empati mereka.
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IV.3.4 Pengorbanan Diri (Self-Sacrifice)
Sangat penting memahami bahwa sebagai seorang pelayan
publik sangat dibutuhkan sikap pengorbanan diri. Setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib
memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat
dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Sikap pengorbanan diri ditandai dengan seorang pegawai
menganggap bahwa membuat perubahan masyarakat lebih berarti
dibandingkan dengan membuat prestasi, pegawai mengutamakan
pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dibandingkan
pemenuhan finansial, perasaan senang ketikan dapat melayani
masyarakat walaupun tanpa imbalan, pegawai harus memberikan
banyak kepada masyarakat dibandingkan apa yang telah diberikan
masyarakat dan siap berkorban untuk kepentingan masyarakat.
Yang peneliti dapatkan selama penelitian dan observasi
masih ada pegawai yang motivasi melayaninya bukan berdasarkan
rasa tanggung jawabnya sebagai seorang aparat pemerintahan
yaitu untuk melayani masyarakat tapi beberapa memanfaatkan
untuk kepentingan pribadi.
Bahkan konsep “take and give” itu sangat melekat dalam
DTRB Kota Makassar. Kondisi aktual yang terjadi di DTRB kota
Makassar ketika masyarakat mengurus dokumen bisa dipastikan
satu dokumen perijinan saja misalnya, tidak akan selesai dalam
tempo satu bulan padahal persyaratan sudah lengkap, pejabat yang
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berwenang tanda-tangan juga ada ditempat. Pegawai akan “give”
dokumen yang anda butuhkan jika mereka sudah “take” sesuatu
dari anda. Karena hal ini sudah biasa terjadi dan terus menerus, hal
ini menjadi budaya dalam organsasi. Sangat penting untuk
memberikan pemahaman yang mendalam kepada pegawai untuk
tidak menerima imbalan apapun ketika melayani masyarakat,
karena ada bagian tersendiri untuk hal tersebut. Kerja mereka tidak
sia-sia tapi ada gaji yang diberikan kepada pegawai setiap
bulannya. Untuk itu sangat penting untuk menanamkan pada
pegawai untuk bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Pegawai di
DTRB juga perlu menjunjung kode etik DTRB Kota Makassar.
Dengan demikian pegawai dapat termotivasi untuk memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat.
IV.3.5 Peran Organisasi dalam Menumbuhkembangkan Motivasi
Pelayanan Publik
Dalam memperluas Model Perry untuk memperhitungkan
pengaruh lembaga organisasi di PSM, Moynihan dan Pandey
menggunakan sejumlah variabel organisasi: Budaya Organisasi,
Red Tape, hierarchy, reform orientation, and length of
organizational membership.
Salah satu manfaat praktik dari motivasi pelayanan publikk
adalah hal tersebut baik untuk membantu idnividu untuk masuk ke
dalam sektor publik, memperkuat hubungan sektor publik,
memberikan rasa loyalitas pada pegawai, motivasi, dan
meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi daripada
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sekedar mengharapkan insentif. Peran organisasi adalah untuk
dapat berusaha mendorong motivasi pelayanan publik di tempat
pertama.
Peran organisasi untuk membentuk budaya organisasi yang
menumbuhkembangkan motivasi pelayanan publik merupakan hal
yang sangat penting. Budaya organisasi yaitu untuk membentuk
keyakinan dan perilaku pegawai di DTRB Kota Makassar. Tidak
bisa dipungkiri bahwa budaya organisasi yang berkembang di
DTRB kota Makassar lebih banyak yang negatif. Beberapa
diataranya adalah ketidakdisiplinan pegawai berkaitan dengan jam
kerja, budaya “take” dan ”give” yang berkembang pada masyarakat
dan juga pegawai, pegawai yang tidak bekerja secara tim tapi
personal menyebabkan motivasi pelayanan publik yang di
tunjukkan pegawai sangat rendah. Disinilah fungsi organisasi untuk
bisa menekan budaya organisasi yang kurang baik, yang telah
berkembang di DTRB Kota Makassar. Beberapa usaha yang
dilakukan pimpinan di DTRB Kota Makassar diantaranya
memberlakukan sistem absensi secara ketat, pimpinan membuka
layanan pengaduan untuk masyarakat sehinggga mengetahui
pegawai yang melakukan pelanggaran dan bisa di tindak dengan
cepat, pemberian reward dan punishment kepada pegawai,
pegawai di dorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara
terbuka.
Red Tape sering diartikan sebagai formalitas dan prosedur
berbelit-belit yang perlu dilalui khususnya melibatkan pengisian
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formulir atau penyerahan dokumentasi, sebelum bisa diambil
tindakan resmi. Red Tape disebabkan adanya kecenderungan
alami yang terjadi di dalam tubuh dan para birokrat yang tercetak
dari rutinitas kegiatan mereka sendiri. Birokrasi yang semestinya
lebih memper-efisien-kan proses malah semakin berbelit-belit
karena para birokrat terlalu “patuh” pada prosedur yang ada.
Untuk meredam kencenderungan red tape yang terjadi di
DTRB Kota Makassar beberapa usaha dilakukan oleh pimpinan
yaitu Pengawasan dari bawah dan dari atas, setiap unit diberikan
target hari untuk menyelesaikan pekerjaannya jika lewat akan
diberikan teguran lisan, tapi jika mereka bisa bekerja sesuai target
akan diberikan bonus, dan pegawai diberikan sarana dan prasarana
untuk menunjang pekerjaan mereka bisa bekerja dengan nyaman
dan cepat.
Untuk menumbuhkembangkan motivasi pelayanan publik
kepada pegawai dari segi hierarchy usaha yang dilakukan yaitu
dengan mengoptimalkan setiap unit yang bekerja di DTRB kota
Makassar, setiap bagian di DTRB mempunyai tupoksi yang jelas
untuk bisa mencapai tujuan dari DTRB Kota Makassar, bahkan
tupoksi per orang pun diatur agar semakin mengarahkan seorang
pegawai bekerja dengan baik.
Untuk meningkatkan motivasi pelayanan publik pegawai dari
segi Reform Orientation yaitu dengan menetapkan SOP dalam
beberapa program yang ada di DTRB Kota Makassar beberapa
diantaranya menetapkan target hari capaian kerja untuk setiap unit
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yang dilewati, sehingga pegawai lebih jelas dan terarah dalam
pekerjaannya, memberikan kebebasan pegawai untuk bisa bekerja
secara fleksibel agar pegawai merasanya nyaman dengan
pekerjaan mereka.
Untuk mendorong motivasi pegawai dari segi Lamanya
Keanggotaan Organisasi (Length of organizational membership)
upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan memperbesar
peluang promosi pegawai ke jabatan yang lebih tinggi sehingga
pegawai merasa termotivasi untuk bisa memberikan pelayanan
sebaik mungkin kepada masyarakat, selain itu salah satu usaha
yang dilakukan, adalah pegawai yang sudah lama bekerja di unitnya
akan dipindahkan ke unit lain (rolling pegawai), hal ini akan
mengurangi kejenuhan pegawai dalam pekerjaannya terdahulu,
lingkungan kerja yang baru diharapkan bisa memotivasi pegawai





Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi Pelayanan Publik di Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kota Makassar masih rendah. Untuk dimensi pertama
peneliti melihat ketertarikan yang ditunjukkan oleh pegawai akan proses
politik dalam pebuatan kebijakan masih sangat kurang. Peneliti melihat
bahwa sangat penting bagi pimpinan untuk menyosialisasikan dan
mengedukasi setiap kebijakan publik yang ada, khususnya beberapa
kebijakan Kota Makassar yang berkaitan dengan instansi tempat mereka
bekerja. Ketika pegawai paham dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan
oleh pimpinan. Dengan semakin baik dan intensif pola komunikasi yang
terjalin antara pimpinan dan pegawai, diharapkan mampu meningkatkan
kompetensi pegawai melalui pemahaman yang komprehenship tentang
implementasi dan evaluasi kebijakan.
Dalam dimensi kedua dijelaskan bagaimana tanggung jawab pegawai
terhadap kepentingan publik. Peneliti melihat bahwa pelayan di DTRB masih
melandaskan pekerjaannya sebagai suatu kewajiban yang memaksa.
Terkadang bahkan mereka tidak benar- benar mengetahui posisi mereka
sebagai pelayan publik sehingga mereka tidak dapat sepenuh hati menjalani
pekerjaannya. Peneliti melihat bahwa motivasi pelayanan publik yang
ditunjukkan oleh pegawai dalam dimensi ini rendah, hal ini ditunjukkan
dengan pegawai yang masih bekerja melampaui target yang ditetapkan
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dalam SOP dan motif yang ditunjukkan oleh pegawai untuk melayani
masyarakat bukan karena merasa hal tersebut memang sudah menjadi
tugas tanggung jawab, pegawai melayani bukan karena benar-benar ingin
melayani kepentingan masyarakat.
Pada dimensi ketiga, motivasi pelayanan publik dilihat berdasarkan
indikator sifat empati. Peneliti melihat bahwa dalam dimensi ini motivasi
pelayanan publik yang ditunjukkan sebagian besar pegawai masih rendah.
Dimensi keempat, motivasi pelayanan publik dapat dilihat
pengorbanan diri yang ditunjukkan oleh pegawai. Peneliti melihat bahwa
dalam dimensi ini motivasi pelayanan publik yang ditunjukkan sebagian
besar pegawai masih sangat rendah. Ditandai dengan pegawai yang masih
sering meninggalkan tanggung jawab melayani masyarakat dan lebih
mementingkan kepentingan lain dan pegawai seharusnya dapat
memberikan pelayanan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan berupa
materi.
Secara garis besar motivasi pelayanan publik yang di tunjukkan oleh
pegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar jika dilihat
melalui empat dimensi yang dikemukakan Perry dan Wise  masih rendah.




Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka penulis dapat
mengemukakan beberapa saran, yaitu :
1. Untuk meredam budaya organisasi yang cenderung kurang baik di
DTRB Kota Makassar upaya harus yang dilakukan oleh pimpinan yaitu
memberlakukan sistem absensi secara ketat untuk mengurangi tingkat
ketidakdisiplinan pegawai, pimpinan membuka layanan pengaduan
untuk masyarakat sehinggga mengetahui pegawai yang melakukan
pelanggaran dan bisa di tindak dengan cepat, pemberian reward dan
punishment kepada pegawai, pegawai di dorong untuk
mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka.
2. Untuk meredam kencenderungan red tape yang terjadi di DTRB Kota
Makassar dalam upaya menumbuhkembangkan motivasi pelayanan
publik adalah pengawasan dari bawah dan dari atas (bukan hanya
pegawai yang dinilai kinerjanya tapi juga atasan) hal ini akan menjadi
masukan yang positif untuk kemajuan organisasi, setiap unit diberikan
target hari untuk menyelesaikan pekerjaannya jika lewat akan
diberikan teguran lisan, tapi jika mereka bisa bekerja sesuai target
akan diberikan bonus, dan pegawai diberikan sarana dan prasarana
untuk menunjang pekerjaan mereka bisa bekerja dengan nyaman dan
cepat.
3. Untuk menumbuhkembangkan motivasi pelayanan publik kepada
pegawai dari segi hierarchy yang perlu dilakukan adalah dengan
mengoptimalkan setiap unit yang bekerja di DTRB kota Makassar,
setiap bagian di DTRB mempunyai tupoksi yang jelas untuk bisa
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mencapai tujuan dari DTRB Kota Makassar, bahkan  tupoksi per orang
pun diatur agar semakin mengarahkan seorang pegawai bekerja
dengan baik.
4. Untuk menumbuhkembangkan motivasi pelayanan publik pegawai dari
segi Reform Orientation yaitu dengan menetapkan SOP dalam
beberapa program yang ada di DTRB Kota Makassar beberapa
diantaranya menetapkan target hari capaian kerja untuk setiap unit
yang dilewati, sehingga pegawai lebih jelas dan terarah dalam
pekerjaannya, memberikan kebebasan pegawai untuk bisa bekerja
secara fleksibel agar pegawai merasanya nyaman dengan pekerjaan
mereka.
5. Untuk menumbukembangkan motivasi pegawai, pimpinan perlu
memperbesar peluang promosi pegawai ke jabatan yang lebih tinggi
sehingga pegawai merasa termotivasi untuk bisa bekerja lebih giat,
selain itu salah satu usaha yang dilakukan, adalah pegawai yang
sudah lama bekerja di unitnya akan dipindahkan ke unit lain (rolling
pegawai), hal ini akan mengurangi kejenuhan pegawai dalam
pekerjaannya terdahulu, lingkungan kerja yang baru diharapkan bisa
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